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ABSTRAK

Nama : Agus Rudijanto
Progran Studi  Hukum Ekonomi
Jadul : Tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam

Pembuatan dan Pelaksanazn Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu dengan Tenaga Keria, Berdasar Undang-undang
No. 40 Tahun 2007, tentang Persercan Terbatas dan
Undang-undang No. 13 Tahun 2003, tentang
Ketenagakerjaan.

Tesis ini membahas tangpung jawab direksi persercan terbatas dalam
pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertento dengan tenaga
kerja, Berdasar Undang-undang Nomor. 40 Tahun 2007, fentang Perseroan
Terbatas dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan,
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengpunakan metode
penelitian yuridis normatif, sehinggs penelitian ini berbasis pada analisis
terhadap norma hukum, balk hukum dalam arti persturan perundang-
undangan, maupun hukum dalam anti putusan pengadilan. Hasil penelitian
menyarankan bahwa dalam pembuatan perjanjian kedja waktue tertentu periu
diperhatikan pihak yang berwenang menandatangani perjanjian itu; Hanya
yang berwenang yvang boleh menandatangani surat perjanjian; perly adanya
peran aktif pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian ini; dan
periu dibentuk lembaga pengawas perjanjian kerja yvang independen.

Kata kuncr:
Perjanjian kerja, tangoung jawab direlsi
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ABSTRACT

Kame : Apgus Rudiganto
Progran Studies ‘ : Law and Ecorony
Title . Responsibility of the Board of Directors of the Company

Limited i the Making and Implementation of Work
Agreement with Time Labor, By Law No, 40 In 2007, the
Limited Company and Act No. 13 in 2003, on Employment,

This thesis discusses the responsibitities of directors in making the Hmited implementation of the
agresment and work with a certain time of labor, By Tax Act. 40 In 2007, the Limited Company
and Act No. 13 in 2003, on Employment. This research is 2 gualitative research method using a
normative juridical research, so this regearch is based on the analysis of legal norms, both in
terms of legal regulations, and law in the sense that the court decision. Results of research
suggest that in making the agreement work iime neads to the anthoritics that siga the agreement;
Only authorized personnel should sign the agreement; need the sctive role of the goverament to
oversee the implementation of this agreement, and supervisory agencies need to be sgreement
that the independent work.

Keywords:
Workplace agreement, the responsibilities of dwectors
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BAB 1
PENDAHULUAN

A, Latar Belakang

Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak Th 1997, sebagai krisis moneter
pertama telah cukup memukul dunia usaha disemua sektor di Indonesia. Belumiah
cukup sampai disitu, hantaman krisis moneter kedua yang dimulai dari negara
maju sebagaimana Amerika, ternyata- tidak kalah dasyatnyz memukul sektor
ekonomi di Indonesia. Berawal dari ide inilah sehingga- Penulis menangkap
adanya beberapa hal yang cukup menarik untuk dicermati sebagai topik penelitian
dalam Tugas Akhir ini. Karena implikasi dari dilonggarkannya pengawasan atan
kontrol terhadap pelaksanaan regulasi oleh Pemerintah, maka memungkinkan
adanya beberapa aturan yang ditinggalkan atau diterobos oleh beberapa oknum
subyek hukum, dengan alasan pengussha untuk meningkatkan daya saing dan
efisiensi, juga untuk mencapal tujuan pemerintah, yaitu agar dapat ménciptakan

kesempatan kerja seluas-luasnya,

Pentingnya perlindungan bagi pekerja/buruh biasanya berhadapan dengan
kepentingan pengusaha untuk tetap dapat bertahan dalam menjalankan usahanya.
Sehingga seringkali pihak yang terkait secara langsung adalah pengusaha d_an
pekerja/bursh, Secara umum persoalan perburuhan lebih banyak diidentikkan
dengan perscalan antara pekerja dengan pengusaha. Pemahaman demikian juga
dipahami sebagian besar pengambil kebijakan perburuhan sehingga terjadi reduksi
pemahaman terhadap buruh sebagai pekerja dan buruh sebagai suatu profesi dan
katagori sosial. Pemahaman tersebui mengakibatkan perlindungan terhadap

pekerja/buruh dengan PWKT menjadi sangat lemah.

Untuk lebih konkritnya, maka Penulis dalam hal ini lebih memfokuskan
pada bidang ketenagakerjaan, karena pada sektor ini, Penulis beranggapan bahwa
o sebagian masyarakat Indonesia telah menggantungkan nasibnya. Untuk dan c.>1eh
karena itu, masyarakat pekerja / buruh cukup merima, meskipun pekerjadn yang
ditawarkan kepadanya adalah pekerjaan untuk waktu teftentu, yaitu sebagai
pekerja kontrak.

Universitas Indonesia
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Penelitian terhadap perianjian kerja waktu tesentu pekerja/buruh ini
dengan difokuskan pada tanggung jawab Para Subyek Hukum dari Para Pihak
yang melakukan perjanjian adalah dirasa sangat penting. Hal ini setidaknya karena
beberapa alasan, diantaranya adalah:

1, Para Pihak, terutama pekeria / buruh, tidak faham akan makna perjanjian
itu sendird, sehingga ada atau tidaknya perjanjian, bagi pekerja / buruh
tidaklah penting. Karena yang paling penting bagi pekerja / buruh adalah
adanya pekerjaan dan upab, karena selain akan mendapatkan vang untuk
menmutup kebutuhannya {termasnk kelvarganya / orang lain yang menjadi
tanggungannya), juga untuk menghindari status “pengangguran” yang
diberikan oleh masyarakat terhadap anggota masyarakatnya vang tidak
bekerja.

2. Para Pihak dalam pembuatan perjanjiaa jarang mengacu pada peraturan
perundang-undangan yang benar. Misalnya, Syarat Syahnya Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu telah diatur dalam Pasal 52 Undang-undang No 13
Tahun 2603 akan tetapi dalam pelaksanaan, Para Pihak masih mendasar
pada Pasal 1320 KUH Perdata. Padahal jelas 1Indang-undasg No 13
adalah Leg Specialis dari KUH Perdata, schinggz seharusnyalah
dikesampingkan terlebih dahuly, sejaub terhadap ketentuan vang secars
ielas dan tegas diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan tersebut. -

3. Perjanjran kerja waktu tertentu merupskan pola perfanjian  vang
diperuntukkan bagi pekerjaan vang karena sifatnya memang mempunval
batasan wakiu dalam pengerizannya, sehingga terbatas akan wakt
pengerjgannya. Nemun dalam  pelaksapaannya tidakiah  demikian,
Sehingga karena hal yang demikian maka yang dipersalabkan adslab
peraturan perundang-undangnnya vang dianggap tidak tersosialisasi
dengan baik, artinya masih tidak banyak diketahui oleh masyarakat.
Memang hal ini ada peran ketidak berhasilan pemerintah dalam hal
sogialisasi sehingga menimbulkan butierfly effect terhadap gemf:haman
masyarakat terhadap hukum. Dimana pemerintah masih nenerapkan sistem

sosialisasi hukum dengan sistem ficfie hukum, yang diterapkan oleh

Universitas Indonesia
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pemerintah {dalam hal ini baik legislatif, maupun eksekutif), vaitu sebuah
sistemn sosialiasi yang menerapkan sistem sosialisasi yang menganggap
masyarakat telah mengetabut hukum, ketika gebuash uﬁdang«uadang
dicantumksan dalam Lembaran Negara. Sebuah sistem yang menorut
Pernlis sangat kolonialis, karena sistem tersebut dipakai oleh Kolonial
Betanda untuk menjebak para lawan politik Pemerintah Penjajah Belanda.
RBukankan sudah saatnya sistem sosialisasi memaksi  tehnologi
telckomunikast.

4. Perjanjian kerja waktu terfentu merupakan bagian dari perubaban hukum
di bidang perburohan, yang lahir sebagai tuntutan dari Konvensi ILO,
sebingga lebih merupakan bukum yapg bersifat doktrinal (Zop Down),
karene lahirnya dari ide pemerintaly, bukan ide dari masyarskat, sehingga
Meskipun banyak hukum, dalam arti peraturan perundang-undasgan vang
secara dipaksakan diberlakukan di Indonesia, karena sistem pembentukan
hukum dengan menekankan pada proses Top Down dan tanpa riset yang

memadai’.

5. Faktor pesemistis masyarakat terbadap hulum. Dalam penegakan hukum,
yang terpenting adalah bokan kepastien hukum dalam arti “ada atau
tidaknye” hukum dalem arti perafuran perundang-undangan saja, tetap
justm kepastian bukum dalam arti, adanya persamaan atau kemiripan atas
putusan yang diharapkan pencari keadilan. Hal ini dapat di gambarkan,
sebagal berikut, terhgdap kasus yang sama atau yang hampir sama, maka
seharusnya mendapat putusan vang sama. Kenyataan di dalam prakiek
sdalah, bshwsa daiam kasus yang sama atap yang hampir sama, maka
putusan pengadilan tidak jarang ssling bertentangan. Bahkan tidak jarang
juga dalam satu kasus, yang telah dimenangkan di tingkat Pengadilan
Negeri, tetapi di tingkat Pengadilan Tinggl atau di tingkat Mahkamah
Agung dikalahkan, Kenyataan seperti ini hampir beraku sama dan

N .

* Hikmahanto Juwana, “Tantangan Reformasi Hukum 41 Indonesia”, dalam Brman Rajagekgok,
Hionahaste Juwana, Timothy Lindsey, Perubshan Hukum i Indopesia (1998.2004), Harapan
2008, Universitas Indonesia, 2004, hal 32 - 33,

Universitas indonesia
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menycluruh, Disadari atau  tidak  hal ini  berakibat menambah
ketidakpercayaan masysrakat terhadep hukum dan pensgak hukumnya
Sifat dan sikap apatis inilah yang juga memiliki andil atas tidak efektifitya

pelaksansan hukum di Indonesia. Selain faktor-faktor lain, misalnya:

pembentukan hukum yang menekankan proses Top Down;
pembentukan hukum tanpa riset;

penegalkan hukum yang lemah;

hukum di masyarakat tidak sesuai dengan hukum positif ?

Pt S -

Hal vang sama telab dikemukskan Soecrjono Scekanto. Dalam pidato

pengukuhannys  sebagai Gurubesar Fakultas Hukum Undversitas

Indonesia, sebagai berikut:

“ Masalah pokok daripada pencgakan hukum sebenarnya terletak pada

faktor-faldor yang mungkin mempengaruhinys Faktor-fakior tersebut

mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atan negatifnya

terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah

sebagai berikut;

1. Raktor hukumnya sendid, yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada
Undang-Undang sais.

2. Faktor penegak hukum, yakni fikak-fihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum,

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku
atau diterapkan. |

5. faktor kebudaysan, yakni sebagai karya, cipie dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faldor tersebut diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena

merupakan esensi dari pénegakan hukum, serta merupakan tolak nkur dari

pada efektifitas penegakan hukum,”

R
%

*Thid, hat 32 - 33,
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Pambentukan hulkum seharusnya memperhatikan faktor-faktor tersebut di
atag, tidak hanya sekeder sebagai syarat formal saja, tetapi secara sertus harus
diperhatikan, Sebab apabila tidak, maka kita tidak hanya rugi secara: finansial saja,
tefapi juga rugi waktu dan yang lebih fatal adalah tidak efeldtifnya Undang-
Undang itu,

Menurut Hikmahante Juwana, alasan pembentukan undang-undang memang

bermacam-macam, diantaranya :

a. Fektor internal negara:

1.

B ok oW N

Mencapai tujuan nasional;

menggantikan ketentuan lama yang teiah usang;
merespon kebutuban masyarakat,

roemenuhi keinginan memiliki huokura modern;
menciptakan iklim investasi yang kondusif,
menjawab tantangan era globalisasi;

pemenuban persyaratan utang atau hibah Luar Negeri;
memberi dukungan pada kekuasaan;

Faktor-fakior inf biaganya kita dapat temukan dalam konsideran peraturan

perundang-undangan, tetapl ada juga yang tidak dimuat dalam konsideran

peraturan  perundang-undangan. Terutarna alasan politis  dibenfuknya

peraturan perundang-undangan itu.

B. Faktor eksternal negara:

1.
2
3.

Melindungi investor;

membuka akses pasar internastonal vang lebih huas;

melakukan  harmenisasi Hukum  Iondonesia,  sehingga  terjadi
keseragaman hukurm di senua negara;

memastikan pembayaran hutan luar negeri;

5. merespon kebutuhan masyarakat international *

3 Soeriono Soekanto, Fakior-faktor yang Mempengaruli Pensgakan Hukum, Penesbit Raja
Gmfindo Persada, Jakarta, 1993, hal 5 -8,

‘ Hikmahanio Jawana, Op.cit bal. 41 - 58
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Fenomena di atas dapatlah terjadi pada Peraturan Perundang-undangan
yang mengatur tentang ketenagakerjaan vang berlaku saat i, ygitu Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, Hal ini patut diduga
misalnya, anfara pemernintah, pengusaha dan pekerja tidaklah selaly sepaham dan
sejalan dalam pelaksanaannya. Adanya perbedaan dalam pemahaman im dapatish
ditemukan dalam pelaksanaan penegakan hukumnya, yaitu ketika terjadi
permasalaban yang melibatican antara pengusaha dan pekeria / buruh, sering kali
pemerintah  memberikan  penafsirannya  sendiri, bukan pepafsir stipulatif

{penafsiran oleh undang-undang}.

Fenomena lain yang cukup menarik adalsh adanya pembagian pekerja
dengan perjanjian kerja wakty tertentu dan peganjian kerja waktu tidak tertentu.
Yang tentu saia memibki kosokuensi hukum yang berbeda, karena sifat dan jenis
gerta kegiatan atas pekerjaan tersebut berbeda. Telah jelas dinyakan dalam
Undang-undang No 13 Tahun 2003, Pasal 59, ayat (1) bahwa perjanjian kerja
untuk waldu terentu hanya dapat dituat untuk pekerisan tertentu yang menurut
jenis dan sifat atau kepiatan pekerjaannys akan selesai dalam waktu tertenty,
yaitu:

1. pekerjaan yang sekali selesal atan yang sementara sifainya;
2. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak
terialu fama dan paling lama 3 (tiga) tabun;
3. pekerjaan yang bersifat mustman; atau
4, pekerjaan yang berhubungan dengan produk bamu, kegiatan baru, atau
produk tambahan yang masih daiam percobaan atay penjajakan _
Jugs dalam Avat (2), semakan dipertegas, bahwa Perjaniian kerja untuk waktu
tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjean vang bersifat tetap. Namun dalam
pelaksanaanaya seﬁng kali hal inl diterobos. Padahal telah jelas, bahwa
konsekuensi hukumnya, apabila terjadi pelanggaran terhadap bal ini, maka demi
hukum Perjanjian kerja waktu tertentu tersebut berubah menjadi perjanjian kerja
untuk waktu tidak tertentu (Pasal 59, Ayat 2).

Fenomena-fenomena tersebut adalah  memunculkan status masyarakat
baru, vyaitu kesejnhteraan fiktif, karena serapan lapangan lkerja tidak
mengakibatkan pertumbuban  kesejahtersan masyarakat yang sebenanmnya.
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Implikasi ekonomi yang lain adalah, pada kemampuan daya beli masyarakat yang
stakran. Akibatnya pertumbuhan ekonomi pun ikat stak.

Dipibak yang lain, dalam dimensi hukum yang lain, sebagai Subyek
Hukum, Pengusaha sebagal awliasi ateu pengejahwantahan dari Perusahaan
dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas yang kerana tugasnnya berdasarkan
undang-undang adalah diwakili oleh Direksl sebagai pelaksana dari perusahaan,
sebagaimana disebutkan dalam Usdang-undang No 40 Tahun 2007, tentang
Perseroan terbatas:

Pasal 92, menyatakan;

Ayat (1) “Direksi menjalankan pengurusan Persercan untuk kepentingan
Perseroan dan sesnal dengan maksud dan tujuan Persercan,”

Avat (2) “Dirsksi berwepeng menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam
batas yang ditentukan dalam Undang-Undang i darvatau anggaran
dasar ”* -

Dipertegas lagi dalam Pasal 97, Ayat (1} vang menyatakan, “Direksi bertanggung

jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimena dimaksud dalam Pasal 92 ayat

>

Tuga Pasul 98, Ayat (1), yang menyatakan “Direksi mewakili Perseroan baik di

dalam manpun di luar peagadilan””

Dalam pelaksansannya seninpgkali diveksi disibukan dengan tugas-tugas lain,
dengan darih prioritas pada valie, sehingga tugas-tugas vang berhubungan dengan
kepersonaliaan atau popular dengan istilah ke-HRD-an, sering ditugaskan kepada
kepala personalia, meskipun dalam pengalihan tugas atay wewenangnva tersehut
tanpa diberikan surat kuasa. Hal i terjadi dengan berbagai alasan.

-

¥ Rumusan berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 butir 5, datam Undang-
undang  Don Peraturen Pemeriptah Republit Indonesic Tentang Perseromm ""Mirafas Citra
Diama Media, Jakaria, 2007, hal 54.

6 ihid, hal §7.
¥ Thid. Hal 57
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Berdasarkan uaian di atas, Penulis memilih judul “Tanggung jawab

Direksi Perseroan Terbatas dalam Pembuatan dau Pelaksanaan Perjanjian

Kerja Waktu Tertenta dengan Tenaga Kerja, Berdasar Undang-undang No.
40 Tahun 2007, tentang Perseroar Terbatas dan Undang-undang No, 13
Tahuan 2003, tentang Ketenagakerjaan,”

B.

Perumusan Masalah

Sesuat dengan uraian pada Jatar belakang penelitian tersebut, maka penelitian ini
dititikberatkan pada beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketertuan hukum yang menpgatur temtang hakekat syaraf

syabnya perjanjian ketje waktu vaog dibuat oleh direksi dan pekerjs /
buruh, berdasar Undang-undang No. 13 Tahun 20037

Sejauh manakah tanggung jawab hukum direkst terhadap perianjian waktu
tertentu yang dibuat dengan pekerja / burch, apabila dikaitkan dengan
Undapg-undang No. 40 Tahuo 20072

Bagainana ius constituendum perianjian kerja wakiu tertentu dimasa

mandatang?

Tujuan Penelitian

Sesusl dengan permasalaban yang telah dirumuskan di atas, maka

peaelitian ind bertujuan :

1.

Mengetahot dan menganalisis ketentuan hukum vang mengatur tentang
hakekat syarat syahnya perjanjian kerja waktu yang dibuat oleh direksi dan
pekerja / buruh, berdasar Undang-undang No. 13 Tabun 2003,

Mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum direksi rerhadap
perjanjian wakiu tertentu vamg dibuat dengan pekerja / buruh, apabils
dikaitkan dengan Undang-uz-ang No. 40 Tehun 2007.

-
Ed

Mengetahui dan menganalisis jus constituendum perjanfian kerig waktu
tertentu dimasa mendatang?
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b. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoritis,
maupun praktis, schingga membanto membuka wacana baru, babkan dapat
memberikan gambaran yang jelas terbadap pihak-pihak yang berkepentingan
terhadap masalah perjaniian waktu tertentu, apabila ditinjau dari aspek bukum
ketenagakerjaan dan aspek hukum perseroan terbatas,

E. Landasan Teori dan Kerangha Konsepsi

Guna mendukung analisis terhadap masalab yang terkait dengan tanggung
jawah hukum terbadap adanya perjaniian waktu tertentu dengan segals akibat
hukumnya berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 dan Undang-undang
No. 40 Tahur 2007, maka Penslis mengkaitkannya dengan teori-tenr baik yang
terkait dengan sistem hukn m, perkembangan danperubahan hukum, teori
karakteristik hukum, serfa teori-teori dalam hukum perburuban dan hukum
perosahaan itu sendiri. Penggunaan feori sistem hukum karena penulis
berpendapat bahwa perjanjian dengan waktu tertentu merupakan elemen substansi
dalam sistem hokum, Mengersi sistem hukum Friedman menyatakan bahwa
sistem hukum terdini dari tiga elemen yaitu elemen struktur {structure). Substansi
(substance), dan budaya { culture) hukom. Penelitian ini Iebih menckankan pﬁda
substansi hukum, vaitu peraturan-peraturan yang ada, norma-nerma, dan aturan
tentang perilaka manusiz #ulsh yang disebut dengan substansi  hukum.
Penggunaan teori perkembangan dan perubahan hukum  karema penulis
berpenciapat bahwa perlindungan tethadap pekerja / buruh dan direksi mengalami
perubahan darl wakto ke waktu. Sebagaimana dikatakan Friedman, babwa
substansi hulum selaly mengalami perubahan mefalui empat jenis fipe perubghan
{(point of impact). Keempat jenis perubaban tersebut adaleh, pertama perubahan
yang berasal dari lvar sistern hukum, yaitu masyarzkat, nanun dampaknya hanya
bera;(\fzir pada pervbahan sistem hukum itu sendiri. Kedua, perubahan yang berdsal
dari luar, yaitu dari masyarakat dan membawz dampak pada perubahan
masyarakat, Ketiga, perubahan dari dalam sistem hukum itu sendiri, nanun hanya
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berdampak secara internal hukum. Keempat, perubahan dari dalam hukum dan
berdampak keluar atau ke masyarakat. Perubahan hukum sebagaimana
digambarkan oleh Friedman pada dasarnya akan melahirkan karakteristik hukurm
dipandang dari posisi dan hubungannya dengan masyarakat, yaitu substansi

hukum yang represif. otonom, dan responsif.

Selain dari pade teori tersebut, penelitian ini juga menggunakan teon
hukum perburuhan dan hokum perusahaan, baik bukum perburuban dan hukum
perugahaan sebagal hukum Publik, maupun sebagai hukum privat.

Pengertian mengenai hukum perburuhan sendiri beragam sesuai dengan
sudut pandang masing-masing ahli hukum, diantaranya:
Hubungan kerjz menurut Soepomo, adalah suatu hubungan antara seorang buruh
dan majikan, dimana hubungan kerjz itu tefjadi setelah adanya perjanjian keda
antarz kedua belgh pihak. Mereks terikat dalam suatu perjasjian kerja, di satu
pihak pekerja / buruh bersedia bekerja dengan menerima upah dan peagusaha
mempekerjakan pekerja / buruh dengan memberi upsh Jadi berdasarkan uraian

terschut bila dicermati, Hukum Ketenagakerjean memiliki unsor-unsur:
1. Serangkaian peraturan baik yang tertulis dan tidak tertulis.
7. Mengatur teptang Kkejadian hubungan keria antara pekeria dan
pengusaha
3. Adanya upab sebagai balas jasa.

Dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, tentang
Ketenagakerjagn, dinyatakan, bahwa hubungan kerja adalah bubungan antara
pengusaha dan pekeris / buruh berdasarkan perjanyian kega yang mempunyal
unsur pekerja, upah dan perintah. Sehingga, adalah jelas bahwa hubungan kerja
itu terjadi setelab adanya perjanjian kerja.

Menuryt Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1
Angka 14, di jelaskan bahwa, ‘“Perjapjian kerjs adalah perjanjian anfara
pekerja/buruh dengan pengusaha atau pember kerja yang memuat syarat-syarat
kerja, hak, dan kewsjiban para pihak”

Menurut Imam Soepomo, bahwa:
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“Perjanjian kerja adalah suatu perjaniian dimana pihak ke satu (burch)
mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak kedus yakni
majikan, dan majikan mengikatkan diri dirt untuk mempekerjakan buruh dengan
membayar upah”

Sementara itu Pasal 16013, KU Perdata memberikan pengeriian sebagai berikat:
“Perjanjian  kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesata  (buruh)
mengtkatkan dirinya untuk dibawah perintah yang Iain, si maitkan untok suatu
waktu tertenty melakukan pekerjaan dengan menerima upah.”

Hal vang sangat prinsip dalam perjanjian kerja vaitu adanya keterikatan
seseorang (pekerja/burub) kepada orang Iain (pengusaha) untuk bekeria di bawah
perintah dengan menerima upab. Jadi jika seseorang telah mengikatkan diri dalam
suatu perjanjian kerja, berarti ia secara pribadi otomatis harus bersedia bekerja di

bawsh perintah orang lain.

Semeuntara iu, menurut Pasal I Aogka 1 Keputusen Menteri Tenaga Kerja
dan  Tramsmigrasi Nomor: Kep 100/MEN/VI/2004, tentang Ketentuan
Pelaksanaan Perjaniian Kerja Wakte Terigntu. Perjanjian Kerja Wakiu Tententu
adalah perjanjian kerja antara pekerja / buruh dengan pengusaha uniuk
mengadakan hubungan kerja pekerjaan tertenty yveng bersifat sementara.

Adanya perbedaan antara perjanjian kerja waltu tertentu dan perjanjian
kerja wakfu tidak tertento, memberikan konsekuensi perbedaan perlindungan yang
berbeda. Pekerja dengan PRWT tidak mendapatkan peslindungan sebagéimana
yang didapat pekerja dengan PKWTT. Jenis perlindungan tenaga kerja secara
umum menurut Soepomo dan Asikin dibagi dalam tiga macam, vaitu .

1. Periindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk
penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekeria
dilvar kehendaknya

2. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kena dalam bentuk
jaminan kesehatan kexja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hek
untuk berorganisasi, E ;

3. Perlindungan teknis, yaitu pelindungan ienaga kerja dalam bentuk

keamanan dan keselamatan kerja
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Kerangka Konsepsi

Untuk menghindar kesalahpahaman dalam penafsiran atau defisinl  terhadap

istilah yang dipakai dalem penulisan Tesis ini, maka dengan ini diberikan batasan

definisi terhadap beberapa istilah yang ada:

I

Ketenagakerjaan adalah adalah segala hal yang berbubungan dengan
tenaga kerja pada wakiu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja ®

Tenaga kerja adealah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan gona
menghasilkan barang danfatau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan
sendiri maupun untuk masyarakat.’

Pekerja/buruh, adaleh setiap orang vang bekerja dengan menerima upah
atau imbalan dalam bentuk lain.® Dipersamekan oleh Penulis dengan
pengertian it adalah karyawan, pegawai atau pembantu.

Pembert kerja adalah orang perseorangan, peugusaha, badan hukum, atau
badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar
upah atau imbalan dalam bentuk lain."*

Pengusaha adalah :

a. orang perseorangan, persckutuan, atau badan hukum yang menjalankan
suafu perosahaan milik sendir;

b. orang perseorangan, persckutuan, atau badan hukum yang secara
berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan milikova;

# Rumsan berdasarian Undang-undang No, 13 Tahun 2003 Pasal ¥ butir 1, dalam Himpunan
Peraturan Perundang-undsngan Republik Indonesia Menurut Sistent Engelbrecht, Bukn 1, PT
Ichtiar Baru Vao Hoeve, Jakarta, 2006, hal 894,

? Ihid, Pasal 1 butir 2. e

¥ 1bid, Pasal 1 butir 3.

¥ Thid, Pasal 1 butir4.
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¢. orang perscorangan, persckutuan, atau badan hukum yang berada di
Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf 2
dan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia ™ |

6. Perusghaan adalah

a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang
perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik
swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/boruh
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

b. usagha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyal pengurus
dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah etan imbalan
dalam bentuk lain. ™

7. Perjanjian kerja adalah peganjian antara pekerja/burub dengan pengusaha
atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat keria, hak, dan kewajiban
para pihak. "

8. Perianiian Kerja Waktn Tertentu yang selanjutnys disebut PKWT adalah
perjanyian  kerja  antars  pekerjasburuh  dengan pengusaha  unfuk
mengadakan bubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekera
tertentu.”

9. Perselisiban hubungan tedustrial adalah perbedaan pendapat yang
mengakibatkan perientangan antara pengusaha atau gabungsn pengusaha
dengan pekerja/buruh atau serikat pekerjafserikat buruh karena adanya
perselisihan mengenai hak, éeraeiisihau kepentingan, dan perselisthan
pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat
buruh hanya dalem satu perusahaan,'

2 Ibid, Pasal 1 buiir 5

Y3 Ihid, Pasal 1 butir§

Y 1bid Pasal 1 butir 4

¥ Keputusan Métz;ari Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia® Nomor
ﬁm;txggm@aa, tentang Ketentuan Pelaksanasn Perjaniian Keda Waktn Tertentu, Pasaf

* {Indang-undang No, 13 Talmn 2003, Op.Cir, Pasal 1'butir 22.

Universitas Indonesia

Tanggung Jawab..., Agus Rudijanto, FH Ul, 2009



10, Upsh adalah hak pekerja/burnh vang diterima dan dinyatakan dalam
bentuk vang sebagat imbalan dard pengusaba atau pemberi kerja kepada
pekerja/burub yang ditetapkén dan dibayarkan menurut mém petjanjian
kerja, kesepakatan, atsu peraturan perundang undangan, termasuk
tunjangan bagt pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjsan
dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan."’

11, Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab
penth atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perserosn sesual
:ieizgém maksud dan tujuen perseroan serta mewakill perseroan, baik di
dalam maupun di luar pesgadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran
Dasar

12. Bahwa dalam penulisan Tesis izﬁ, Penulis tidak membadakan secera
sienifikan glag pengertian ; Pecjanjian , Perikatan, Kesepakatan, maupun
Kontrak. Seningga apabila Penulis di dalam Tesis ini, memakai pemiliban
selal satu kata diantara yang tersebut, maka penulis pengertian yang
Penulis maksud adalah sama diantara kata-kata itu, Pemilihan kata
diantara kata-kata tersebut oleh Penulis adalah, Penulis bermaksud

menyesuaikan dengan petikan dari naskah asli atau sumber aslinyd.

13, Bahwa yang dimaksud dengan KUH Perdata dalam Tesis ini adalah Xitab
Undang-undang Hukum Perdata yang merupakan ferfemahan Burgerdifk
‘Wethoek olelr Subekii, dan Tiitrosudibio ke dalam bahasg Indonesia
(selanjuinya disingkat KUH Perdata), Pradnva Paramita, Jakarta, 1996,
Cetakan ke-28.

' 1bid, Pasal 1 butix 30, ‘
¥ thid. Pasal 1 Ayat (5).
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F. Sistematika Penelitian

Penelitian tentang “Tanggungjawab Direksi Perseroan Terbatas dalam pembnatan
dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Tenaga Kerja, berdasar
Undang-undang No. 40 Tabun 2007, tentang Perseroan Terbatas dan Undang-
undang No. 13 Tabun 2003, tentang Ketenagakerjaan.” ini merupakan penelitian
yuridis normatif, Sebapai penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini berbasis
analisis terhadap norma hukum, baik hukum dalam arti peraturan perundang-
undangan, maupun hukom dalam arti yang sudah konkrit yang berupa putusan
pengadilan,

Sementara tu pendekatan vang digunskan dalam penelitian ini adalah
studi pustaka tentang substansi perlindungas hukum terhadap direksi maupun
pekerja / burah, dalam perjanjian kerja wékm tertentu, secual ketentuan Undang-
undang No. 13 Tahun 2003 dan Undang-undang No. 40 Tabun 2007, karena
penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka upava
memperoleh data dalam penelitian ini, maka dilakukan dengan cara melakukan
penclitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder, baik yang bersifat
bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, sepertt doktrin-doidrin dan

perundang-undangan atau kaedah hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
Adapun Data Sekunder dalam penelitian ini meliputi:
1. Bahan Hulasn Primer
~  Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakeriaan;

- Sebapai pembanding adulah Undang-undang No. 25 Tabun 1597,
tentang Ketenagakerjaan;

~ Undang-undang No. 40 Tahun 2007, tentang Persercan Terbatas;

- Sebagai pembanding adalah Undangundang No.l Tahun 1995,
tentang Perseroan Terbatas;

.
x

** Ronal Dworkin, Legal Research, deadalus, Spring, 1973, hal 250, scbagaimana dikutip dari
Inocenting Samsul, “Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggong Jawab Mutlak™,
Universitas Indonesia, 2004, Jakariz, hal 35

Universitas Indonesia

Tanggung Jawab..., Agus Rudijanto, FH Ul, 2009



- Undang-Undang No, 2 Tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial;

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998, tentang Penggabungan,
Peleburan, dan Pengambilaltihan Persercan Terbatas;

-~ Putusan dan Yurisprudensi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Kumpulan Tulisan;

Jumal Ksjian Perburchan dan analisis sosial;

Makalah-makalah;

Media Internet den Media Cetak,

3. Bshan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang digunakan dalam
membantu menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,
diantaranya;

¥

¥

- Kamus Bahasa Indonesia, Belanda dan Inggris.
Pepgumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, Stodi kepustakaan
dilakukan di Perpustakaan Universitas Indonesia di Depok, Perpustakaan Fakulias
Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia di Salemba, Perpustakaan Nasional di
Salemba Raya.

Dari hasil penelitian dianalisis secara kuantitatif, artinya data-data
dianalisis secara mendalam dan komprehensif. Penggunaan metode analisis secara
kualitatif didasarkan pertimbangan data yang diperoleh memiliki sifat dasar vang
berbeda, sehingga sulit untuk dikuantitatifkan,

G, Sistematikz Peaunlisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini yang dibuat untuk
memudahkan penelitian, disnsun sebagai berikut:

- N
~ F

Bab I berisi, pendahuluan, dalam bab ini diuraikan secara singkat isi
keseluruhan dari penelitian ini, gune memberikan informasi yang bersifat umum
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dan menyeluruh. Secara sistematis, pendahuluan terdini dari latar belskang

penclitian, perumusan masalab, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, landasan

teori dan kerangks konsepsi, metodologi peneliban, sistematika penelitian dan

sistematika penulisan,

Bab I berisi, analisis hukum ketentuan yang mengatur tentang hakekat
syarat syahnya perjanjia khususnya syarat syahnya perjanjian kerja waktu yang
dibuat oleh direksi dan pekerja / burch, berdasar Undang-undang No. 13 Tahun
2003. Penguraian terdiri syarat syahnya perjanjian kerja waktu tertentu yang
meliputi persyaratan, katagori pekeriaan, jangka waktu, akibat hukum terbadap
pelanggaran aturan perjanjiae kerja waktu tertentu, para pihak dalam perjanjian
kerja waktu tertentu.

Bab I berisi, analisis hukum terbadap tanggung jawab direksi terhadap
perjanjian waktu tertentu yang dibuat oleh direksi dan pekerja / buruh, apabila
dikaitkan dengan Undang-undang No. 40 Tehun 2007, dengan dikembangkan
pada implikasi dan kousekuenasinya, dari hal tersebut,

Bab LV berisi, ius constituendum terbadap hukum yang mengatur tentang
Perjanjian Kerja Waktu Testentu dengan dikembangkan pada implikasi dan
korsekuensinya, dari hal tersebut.

Bab V berisi, kesimpulan dan saran, merupakan bab penutup yang berisi

kesimpulan berupa jawaban atas penmasalahan dan saran.
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BAB 2

KETENTUAN HUKUM YANG MENGATUR TENTANG HAKEKAT
SYARAT SYAHNYA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU YANG
DIBUAT ANTARA DIREKSI DAN PEKERIJA / BURUH BERDASAR
UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003

A, Syarat Syahaya Perjanjian

Setiap orang dani latar belekang apapun, baik latar belakang usia, latar
belakang sosial ekonomi, pastilsh pernah terlibat dalam pembuatan perjanjian atau
perikatan dengan pihak lain, Baik itu perikatan yang disengaja, melaloi perterouan
dua pihak atsu lebib untuk bersepakat membesntuk perjanjian tertentn, maupun
perikatan yang tidak disengafa, vaitu perikatan yang terjadi karena suatu situas
dan /atau kondisi tersentu yang mengehendakinya. Perikatan ini biasanya disebut
sebagal perikatan yang lahir karena undang-undang. Obyek vang diperjanjikan
pun bermacam-macam, mulal yang sifatnya sederhana, vaitu yang biasa dibuat
untuk kualitas prestasi vang sederbana, diantaranya untuk kebutuhan sebari-hary,
yang biasa dengan sckedar kesepakatan lisan. Hingga perjanjian yang sifainya
kompieks, yang melibatkan atau mengatasnamakan lemsbaga pemetintahan, baik

perjaniian bilateral, maupun multilateral atau perjaniian internasional lainnya.

Terlepas dari obyek yang diperjanjikan, maka pegjanjian adalah
merupakan tindakan yang dibuat dalam upaya meayamakan persepsi  atan
kepentingan pars pihak dalam perjanjian tersebut. Sehingga kepentingan antara
dua pibak atau lebih

tersebul dapat terlindungi secara maksimal *® Karena di dalam pembuatan
perjaniian pihak-pihak pembuat perjanjian diangezp memiliki kedudukan vang
sama. Namun demikian pengertian kedudukan yang sama atau biasa dikenal
dengan istilah asas keseimbangan dalam perjanjian ini, tidaklzh selalu berjalan
sebagaimana mestinya. Hal vang biasa terjadi adalah pihak yvang memiliki posisi

T

w“

¥

FAgus Yudha Hernoko., “Hukun Perjaniian -Asas proporsionalitas Dalan entrak Komersial”,
pencchit LaksBang Mediatama, Yogvakarta, Fdisi | Ceialem ke-1, Okicber 20608, hal 2.
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lebif tinggi, baik dalam sirata sosial, ekonomi, dan lain-lain, akan memiliki nilai
tawar yang lebih dibandingkan dengan pihak yang memiliki posisi lebih rendah.
Oleh karena itu ‘peran seria pemerintzh maupun legislatif dalam pembentuk
peraturan perundang-undangan diharapkan dapat menysimbangkan setiap pihsk
yang mengadakan perjanjian dalam posisi yang sama. Peran iu diantaranya
ditunjukan dengan dilarangnya adanya pencanfuman klausula baku dalam praktek
perdagangan dalam rangka perlindungan konsumen

Besntuk intervensi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukom
kepada konsumen dengan cara membatasi sekaligus menyetmbangkan postsi
tawar para pibak, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999, tentang Perlindaungan Konsumen. Substansi pasal tersebut menatur
pencantuman klsusula bakw yang harus diperhatikan oleh produsen (pelakn usaha)
agar tidak merugikan konsumen, babhkan didalamnys memberi sanksi kebatafam
terhadap kontrak konsumen yang bersangkutan, sebagai bérﬂmt:

1. Pelaku wsaha dalam menawarkan barang den/atau jasa yang ditujukan
untuk diperdagangkan dilarang membuat atan mencantumkan kiausula
baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

a. menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;

b. menyatakan babwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali
barang vang dibeti konsumen;

c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menclak penyerahan kembali
uang vang dibayarkan atas barang dan/atay jass yang dibeli oleh
konsumen:;

d. menyatakan pemberian kuasa dari kensumen kepada pelaku ussha baik
secars langsung, maupun tidak langsung uotok melskukan segala
tindakan scpihak yang berkaitan dengan barang vang dibell oleh
konsumen secara angf;zzm;

e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnys kegunasn barang atav
pemanfaatan jasa yvang dibeli oleh konsumen;

f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfast jasa dtau
mengurangi harta kekayaan konsumen vang menjadi obvek jual beli

Jasa;
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g menyatakan tunduknys konsumen kepada peraturan yang berupa
aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atan pengubahan lanjutan yeng
dibuat septhak  oleh pelaku wsaha delam masa konsumen
memanfaatkan jasa yang dibelinya,

h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha
untuk pembebanan hak tanggungan hak gadai, atau hak jaminan
terhadap barang 'yazg dibeli olch konsumen secara angsuran,

2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau
bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang
pengungkapannya sulit dimengertt.

3. Setiap klausula baku wyang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pads
dokumen atau pedanjian yang memenuhli ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi bukum.

4. Pelaku usaha wajib menyesoaikan kleusulz baku yamg bertentangan
dengan Undang-undang ini %!

Apabila disimak, dalam Pasal 18 kurang memiliki daya paksa, hanya
sekedar pembatalan perjanjian saja, ofeh karenma itu adalah tepat, adanya
pencantuman pasal 62 Ayat (1) yang memiliki makna “imperatif” yang memaksa
salah satu pihak (pelaku usaha} wmtuk tunduk dengan tujuan skan dicapai
keseimbangan hak dan kewajiban pata pibak. Hal ini dapat disimak dari substansi
Pasal 62 Ayat (1), vang menyatakan: |

® Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8, Pasal ©, Pasal 10 Pasal 13 Ayat (2}, Pasal 15, Pasal 17 Ayat (1)

huraf a, hurof b, haref ¢, huruf ¢, Avat (2), dan Pasal 18 dipidans dengan

pidana penjara paling fama 5 (lima) tehun atau pidana denda paling
banyak Rp. 2.000.000.000,00 {Dua Miliar Rupiah).”*

*

A Paeat 18 Undang-undang Nomor § Tahun 1999, tentang Periindungan Konsumen

* 1hid. Pasal 62 Avat (1),
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Oleh karepa ity klausul baku/standar yang dimuat di dalam suatu
perjanjian adalah dianggap sebagal gambaran yeng tidak seimbang, yang
dianggap terlarang menurut ketentean hukem modem,®

Adanya beberapa jenis perjanjian yang dilarang, inipun sebagai bentuk
adanya peran serta pemerintah dan pembentuk undang-undang. Dalam praktek
bisnis, ada beberspa jenis perjanjian yang dilarang vang dapat menyebabkan
praktek monopoli, diantaranya:

Oligopoli **
Penetapan harga *
Pembagian wilayah %
Pemboikotan *
Kartel 2

Trust.*
Oligopsoni.”
Intergrasi Vertikal ™

oS N T o Tl S e

Perjanjian Tertutup.*
10, Perjanjian desgan pihak luer negeri

* Agus Yudha Hernoko, Op. Cir. hal 3-4.

* pasal 4, Undang-undang Nomer 5 Tahun 1989, tenlang lamngan Prakiek Monopoli dan
Persaingan Tisaha Tidak Schat.

? Toid. Pasal 5.

% Toid. Pasal 9.

# Thid. Pasl 10

* Ibid. Pasal 11.

% Thid. Pasal 12.

* fhid. Pasal 13.

* Psid. Pasal 14, e
* Toid. Pasal 15,

 1bid. Pasal 15.
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Peran serta pemerintah ini diantaranya didukung oleh faktor sejarah dan
perkembangan peradaban dibidang ckonomi das bisnis. Perlindungan Hukum
oleh negara, pada awalnya adalah lahir pada Abad ke-20, yang izaer#;mkar: masa
arus balik dari puncak kejayaan asas kebebasan berkontrak yang dicapai pada
Abad ke-19, karena asas kebebasan berkontrak dan asas pacig sunf servanda,
dalam kenyataannya pada abad ke 19, dapat memimbulkan ketidakadilan. Hal ini
dikarenakan, kebebasan berkontrak didasarkan pada asumsi bahwa para pihak
dalam kontrak memiliki posisi tawar (bargaining position) vang seimnbang. Tetapi
dalam kenyataannya para pihak tidak selalu memiliki posisi tawar yang seimbang.
Akibatnys pihak vang mepiliki posisi tawar yang lebih kvat cenderung
menguasai pibak yang memiliki posisi tawar yang lebih lemah®

Pembatasan kebebasan berkontrak terscbut setidaknya dipeaganuhi oleh dua hal,
yakni:

i, makin berkembangnya ajgran iktikad baik, dimana ikiikad baik tidak
hanya ada pada pelaksanaan kontrak, tetapi juga harus ada pada saat
dibuatriya kontrak;

2. makin berkembangnya ajaran penvalahgunaan keadaan (misbruik van
omstandgheden).”’

Agar perlindungan pada asas kescimbangan ini dapat diberikan secara
mai::siméé baik secars Judicial, maupun ekiragiudicial, maka negara {melalui
lembaga legislatifnya), menganggap perlv untuk melindungi pihak-pihak yang
mengadakan perianjian, dari salah satu pibak yang berikikad tidak baik. Pada
Abzd ke-20, pembatasan terhadap pengeriian kebebasan berkontrak tersebut mulai
ada melalui pihak pengadilan, dari pembuatan peraturen perundang-undangan
{Jegislature) terutama dari pibak pemerintaly, dan dari diperkenalkan dan

£

.

3 Ridwan Khaitandy, Tktikad Baik Dalam Kebebasar Berkonteak, Perpustakaan Nasional KIYT),
Cet.1, Jakarta, 2003, bal 12,

* Thid,, bal. 2 - 3.
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diberfakukannya perjanjian adhesi atau perjan}ian baku yang timbul dagn
kebutuhan bisnis.*

Pengarub pazkembang&n ajaran iktikad baik dan perkembangan ajaran
peayalahgunaan keadaan ini dalam bidang ketenagakerjaan juga dapat dilihat pada
beberapa tuntutan akan peningkatan kesejabteraan atau kelayakan hidup minimum
bagi pekerja, Pembatasan yang datangnya dari pemsbuat perundang-undangan ini
dapat dilihat dari adanya perasturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pihak
pemeriniah untuk menentukan syarat-svarat dan ketentuan-ketentuan polis
asuransi, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemarinté.h yang menyangkut
upah minimuio, maksimum jam kerja, kondisi kerja, program-program asuransi
sosial bagi para pekerja yang diharuskan gehubungan dengan perianjian kerja
antara perusahaan dan pegawai atan burghnya ¥’

Beberapa hal yang sangat penting dan mendasar, sehingga perlu disadari
aleh setiap pihak dalan Tripartit, baik ity pemerintah, pekerja, maupun pengusaha.
Bahwa keduz ajaran tersebut fidek mongkin diawasi atan dikontrol secara terus
mencnus oleh pemerintan, Oleh karena itu maging-masing pihak harus mulai
menyadar] pentingnys membangun kessdaran dan ;zengetihuazz akan hak dan
kewajiban masing-masing pihak. Terhadap substansi pembangunan kesadaran ind,
maka Penults akan lebih mendalam membahasnnya pada Bab I'V Tesis ini.

Penting pula diketahui oleh Para Pihak yang akan melakukan perjagjian.
Dalam hal int adalah perjaniian kerja, khususnya perjaniian kerja wakiu rertentu
(selanjutnye dalam Tesis imi disingkat menjadi PKWT), Para Pilek dalam
pembuatan PKWT, agar memperhatikan beberapa prinsip pembuatan perjaniian
sebagal dasar bagi para pthak vang mengikatkan diri dalam sebuah pedaniian,
adaiah:

1. Prinsip atau asas keadilan. Baik keadilan dalam pengertian disteibutif|
mzupun keadilan dalam pengertian kontributif. Artinya bahwa para

* Sutan Renty Syahdeni, “Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Ragi Para
Pihak Dialam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia”, Instilot Bankir fndonesia, Macanan Jaya
Cemeriang, Jakarta, 1993, hal. 58.

* Bid, hal, 59
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pihak yang mengikatkan disi dalam pedanjian harusish memiliki
kedudukan yang seimbang dan didudukkan sesuai dengan porsi dan
proporst yang dimiliki oleh masing-masing pihak, Pengertian
seimbang adalah tidak ada berat sebelah, tidak ada paksaan maupun
keterpaksaan dari dan oleh pihak yang satu ke pihak yang lain,

Hal yang sering dijumpai dilapangan adalah, banyaknya draft kontrak,
terutama kontrak dibawah tangan, yang dibuat oleh salah satu pihak,
Jika salah satu pihak telal membuat draft kontrak sebelum dia bertemu
dengan pihak lain, tetapi draft tevsebut masih bisa dinegosiasikan
kembali, hal tersebut semata~-mata untok kelancaran negosiasi, maka
hal ini dapat dibenarkan. Berbeda halnya jika salah satu pihak telah
mesnyeiapkan draft komrak, tetapi pibak lain yang setelah membacanya
tidak dapat atau tidak diperbolehkan untuk mengganti atau tidak
menyetujui sebagian atau selurubh isi dari draft kontrak tersebut,
kontrak tersebut bisa dikatakan sebagai kontrak baku, telapi memiliki
penurunan dalam ilai-nilai kebebasan berkontrak **

Pembentukan kontrak komersial yang dilandasi pertukaran hak dan
kewajiban para pihak secara proporsional akan menghasilkan kontrak
vang adil oz, Untuk tu proporsionalitas perfukaran hgk dan
kewajiban dapat dicermati dari substansi Xlausul-klausul kontrak yaog
disepakati para pihak.® '

2. Prinsip atau asas kebebasan berkontrak Asas kebebasan berkontrak
adalah salah satu asas dalam hukum umum yang berlaku di dunia
Asas kebebasan berkontrak ini memberikan kebebasan ssluas-luasnyva
bagi setiap orang umuk membuat perjanjian, asal penjanjizn itu tidak
bertentangan dengan persturan perundang-undangn yang berlaku,

% Frans Satriyo Wicaksono, Panduan Lengkap Membuat Surat-surst Xontrak, Visimedia, Cet.
Pertams, Jakaria, 2008, Hal. 31,

% Agus Yudha Hernoks, Op Cit, hal. 177,
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kepaturan dan ketertiban umum.®®  Asas kebabasan beckontrak ini

digtur dalam KUUH Perdata Pasal 1338, yang menyatakan:

Ayat (1); “Semua perjanjian vang dibuat secara svah bériaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuataya™

Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak dalam hukom perjanjian di
Indonesia, meliputi hal-hal berkit;
a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
b. Kebebasan untuk memilih dengan siapa tagin membuat
perjanjian,
c. Kebebasan untuk menentukan atae memilih causa  dari
perjanjian yang akan dibuat.
d. Kebebasgen untuk menentukan obyek perianjian
¢ Kebebasan untuk menentukan bentuk suafy perjanjian.
Kebebasan unfuk menerima atav menyimpangi ketenfuan
perundang-undangan yang bersifat opsional.
Apabila asas kebebasan berkontrak ini dilanggar oleh para pihak atau
salah satu pihak dalam suatu perjanjian, maka perjanjian itu dapat
dibatalkan ® Hal ini dikarenakan perjanfian itu dianggap tidak permsh
teriadi, karena hanya dibuat atas kehendak salab satu pihak saja.

3. Prnsip atau asas Ikhtikad Baik. Prinsip atau asas ini mendasarkan diri
pada ketentuan Pasal 1338 Ayat (3), vang menyatakan:
“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikasd baik.”
Penyesalan sebagat akibat telah ditandatanganinya perjanjian tidak
jarang harus dibayar mahal oleh pihak yang tidak cermat dalam
membuat perjanjien. Perhatian kbusus terhadap pibak lain, hingga
kepada substansi perjanjian adelah merupakan keharusan sebelum
perjanjian disepakati. Tanda tangan petjanjian, hanyelah merupakan
formalisasi kesepakatan, oleh karenanya kerugian yeng diakibatkan

i

\\
® Arrest hooge raad, \anggal 31 Jaouar 1919, p

Y

% Sobekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hulum Perdata, Pradnya Pammita, Jakarta,
1906 Cet. 28, Paxsl 1327 Jo, 1321, 1323, 1324 dan 1325,
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karena keterlambatan tanda tangan perjanjian tidak skan sebanding
dengan kerugian yang harus dibayar untuk membatalkan pedanjian
karena wanprestasi. Proses yang memakan wakiu biaya; dan meﬁyita
fikiran adalah kerugian vang nyata. Untuk dan oleh karena itu, adalah
hal yang halal, bahkan sangat disarankan untuk pihak-pthak yang akan
mengadakan perjanjian, agar saling mendalami pihak lawannya.
Hukum bissanys mengukur iktikad baik pihak-pihak dalam perjanfian
adaizh dengan melikat dari kemampuan pihak-pihak dalam memenuhi
atan meleksanakan isi peganjian. '
Ada dua macam asas iktikad baik, vaitxn
a. asas iktiked baik yang subyektif, adalsh bzhwa orang itu dalam
membuat perjanjian harus ada kejujuran atau sikap batin yang
jujur,*
b. asas iktikad baik yang obyektif
Menurut Wirjonoe Prodjodikorohal kejujuran adalah hal kepatuhan
(Billikheid, redelijkheid).”
Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata secara umumn menentukan, bahwa
segala persetujuan harus dilakukan secara jujur, sedangkan menurut
Pasal 1339 KU Perdata, kedua belah pihak tidak abanya lerikat oleh
apa yang secara tegas (uitdrukkelijk) disebuikan dalam suatu
persefujuan melainkan juga oleh yang diharuskan mepurur sifat
perseétufuan kepatthan adat kebiasaan dan undang-undang. Lebih jelas
iagl dikatakan dalam pasal 1347 KUH Perdata, bahwa apabila pada
sebuzh persertujusn ada tersangkut janii-janjl yang memang lazim
dipakai dalam masyarakat {deriendig gebruikelijk, yaitu menurut adat
kebiasnan), mak janji-janii Hu dianggap termuat dalam ist persetuiuan,

% Ahdigen Yuni Lestori daw-¥indang Heriyani, Dasardacar Pembuatan Kontrak Dan &qzxi,
MuocoMedia, Cet. Pertama, Yogyakarta 2005, hal 12,

3 Wiriomo Prodiodikore, Azas-azas Hukum Perjanjian, Mandar Majy, Cet. VI, Bandung, 2000,
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meskipun kedua belah pihak dalam membuat persetujuan sama sekali
tidek menyebutkannya, ¥

4, Prinsip atan asas Konsensualisme. Asas ini adalah merupakan asas
kunci adanya perjanjian, scbab tanpa konsensus atau kesepakatan,
make perjanjian tidak akan pernah terjadi. Asas ini sering disalah
artikan babwa dibuiubkan kesepakatan untuk Iahirnya kesepakaran,
Pengertian imi tidak tepat, karena maksud ssas konsensualisme ini
adalah bahwa lahirnya kontrak izlah pada saat terjadinya kesepakatan.
Dengan demikian, apabila tercapal kesepakatan anotara para pihak,
lahiriah kontrak, walanpan kontrak itu belum dilaksanakan pada saat
itu. Hal ini berarii bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para
pihak melahirkan hak dan kewajiban bagt mereka stau biasa juga
disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligatoir, yakni
melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak untuk memenchi
kontrak tersebut **

5. Prnsip kepastian hukum. Bahwa bagi para pibak yang membuat
perfanjian, maka perfanjian baik sccara formal maupun materiel,
haruslah dimaksudkan untuk dapst dijedikan dasar hukum bagi para
pihak dalam setiap sendi pelaksansan perjanjian. Bahkan sebuah
perjanjian harusiah pula dapat menjamin kepastian hukum, bukan saja
bagi para pihak yang mengadakan perjanjien, fafpl jugs pula bagi
pihak ketiga yang mendapatkan dani para pihak yang mengadakan
perjanjian atau pihak ketika yang torkait dengan pelaksanaan
perfaniian, Oleh karema itu sebush perjanjian harusiah dibuat secara
sempurna dan peripina, Tanpz boleh ads yang terlewatkan, apalagi
sengaja dilewatkan oleh Para Pihak. Artinya, bahwa perjanjian adalah
dibuat untuk menjamin adanya pelaksanaan perjanjian tersebut secara
maksimal dan bertanggung jawab bagi pihsk-pihak. Secara maksimal,

=

 thid, hal. 102

% Alrnadi Mirg, Hudum Kontrak Perancangan Kontmk, Rajsgrafindo Persada, Cet 2, Jakaria,
2008, hal. 3.
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maksudnya, bahwa pelsksanaan perjanjian harus secara maksimal
dipenuhi oleh pihak yang diberikan kewajiban. Ketidalonasimalan dari
;ﬁeiaksanaan perjanjlan  haruslah  diupayakan semini:ﬁai mungkin.
Kalavpun terjadi harus disebabakan oleh keadsan memaksa (force
majenre). Demikian pula dengan pengertian “bertanggung jawab”,
baltwa pihak vang diberikan kewajiban tersebut, barus memenuhi
tanggungiawabnya tersebut secara maksimal, hingga
tanggungiawabnya tersebut selesai. Apabila tidak, maka pihak yang
merasz dirugtkan haknya, maka dapat secara penub untuk meminta
pemenuhan bak itu. Prinsip kepastian hukom diantaranya adalgh
berdasarkan Pasal 1338 Ayat (23, KUH Perdata, vang menyatakan:
“Suatu Perjamiian tidak dapat ditarik kembali selain dengan
kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh
undang-undang dinyatakan cukup untuk im.”

. Prinsip kemanfaatan hukum. Bahws setiap peranjian adalah dibuat
dengan iujuan untuk membenkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi
pembuztnys, babkan kepzda siapa saja yang mendapatkan hak dari
padanya. Ukuran atan parameter dar “manfaat yang sebesar-besarnya”
adaizh bahwa perjanjian itu harus dapat dipepuhi semuanya. Bagi yang
memiliki kewajiban, maka haras dapat memenuhi kewsajibannya
kepada yang berhak sepenuhnya. Begitu sebaliknya, bagt vang merasa
memiliki hak, maka bérhak menuntul haknya tersebut sepenuhnva.
Manfaat hukum dari adanya perjaniian ini, tidaklah haoya bagi pars
pihak saja, akan tetapt haruslah pula dapat dirasskan bagi pihak lain
atau setidaknya sdaleh tidak akan merugikan pihak di luar para pihak.

Prinsip atau asas-asas ini harus selalu ada dalam setiap perjeniian. Dalam
dunig bisnis, dimana aktifitasnya tidak hanya berjalan sekali selesai, akan tetapi
diharapkan selalu berkelanjutan, maka perjaniian merupakan perangkat yang
mutlak harus ada. Untuk dan oleh karena itu kesempurnakan sebuah perjanjian
adalzh mutlak pula adanya Bisa dibayangkan, apsbila setiap pihak yang akan
membuat sebuah perjanjian meneniukan sendiri-sendiri standar tenfang syarat

syahnya, Beruntung pembentuk undang-undang, telah menetapkan standard
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hukum yang jelas dan universal terhadap syarat syabnya perjanjian dalam sebush
peraturan perundang-undangan, sebagaimana dinuat dalam KUH Perdata, Pasal
yang mengatur tentang syarat syahniya perjanjian adalah Pasal 1326, menyatakan
bahwa:

“Untuk syzhnya suatu perjaniian dipeslukan empat syarat;

1. sepakat mereka yvang mengikathan dirinys;

2. kecapakan uniuk membuat suaty perikatan;

3. suatu hal terfenty;

4. suatu sebab yang halal 6

Penulis menganggap begitu pentingnya topik pembahasan tentang syarat
syahnya perjanjlan ini, sehiogga pembahasan lebih mendalam kbhusus tentang
syarat syzhnya perjanjizn akan dibahas sekaligus dalam pembahasan tentang
Syarat Syahnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yaitu dalam Sob Bab Bagian B

Tesis ini, sebagaimana dibahas dibawah ini,

B. Syarat Syah Perjaniian Kerja Waktu Tertentu

Sebagaimana disinggung sebelumnya, bahwa perjanjian sebagai salah satu
tindakan keperdataan, maka pengaturan tentang syarat syahnya perjanjian secara
wmum adalah tunduk pada ketentuan Kitab Undang-undang Hokum Perdata,
sebagai undang-undang perdata umum. Akan tetapi apabila ketentuan terssbut
telah diatur secara tersendiri dalam undang-undang perdata khusus, maka sejaub
terhadap ketentuan yang telah diatur tersebut adaleh mengesampingkan ketentuan-
ketentuan yang telah diatur s_ebe{umnya oleh Undang-undang Perdata Umum
(KUH Perdata).

| Sehagai contoh dapat dikemukakan distni, tentang Undang-undang No. 13
Tahun 2003, tentang Ketenagakerjsan. Adanya petjanjian kerja adalah disyaratkan
oleh Undang-undang Ketenagakerjaan ini, yang menyatakan:

“Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha
dan pekerja/burah " C

.
]

“Subekti, dan Tjitrosudibio, Op Cit,, Pasal 1320,
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Berdasar pasal ini, sangatlah jelas, bahwa hubungan kerja antara pekerja
dengan pengusaha, hanya dapat terjadi sebagai akibat adanya perjanjian kerja.
Tanpa adanya perjanjian keria, maka hubungan kerja dianggap tidak pernsh
terjadi. Tentang kebarusan perjanjian ketja harus dibuat secara tertulis adalah
tidak disyaratkan bagi semua perjanjian kerja,”® hanya hubungan kerja yang
terjadl bagt:

1. perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT),
2. hubungan kerja antar kerja antar daerah;

3. hubungan kerja antar kerja antar negara; dan,
4. perjanjian kerja laut,

yang dipersyaratkan ada perjanjian kerja.®® Hal ini karene Pembentuk undang-
undang mempertimbangkan kondisi masyarakat yang bersgam.” Pembentuk
undang-undang tidak menjelaskan fentang maksud istilah “kondisi masyarakat
yang beragam”, sehingga, “dimungkinkan perianjian ketja secara Hsan”™, menurut
hemat Penolis dalam menterjemahkan maksud pembentuk undang-undang ini,
adalah karena tingkat intelekual pengusaha dan pekerja sangatlah beragam. Tidak
semua, pengusaba, maupun pekerja yang memahami seluk beluk perfanjian.
Masih banyaknys pengusaha dan pekerja di pedesaan vang tidak memabami
perjanjian, bahkan masih ada tidak bisa baca mavpun tulis. Sehingga administrasi
usaha pun dileksanakan dengan mapsiemen keluarga (sangat sederhane).
Sehingga pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan agar setiap perjanjian
kerja ini harus dibuat secara fertulis. Sebenarnya syarat teyfulis ini adalah tidak
lain adalah untuk pembuktian. Nemun terhadap pedanjian kega vang
dipersyaratkan harus tertulis tersebut, harus dibuat dalam Indonesia dan hurpf

¥ Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjear, Dinas
Tenaga Keria Kab. Bekasi, Bidang Hobungan Industrial dan Syarat Keria, Bekasi, 2008, Pasal 50.
4 Thid., Pasal 51 Ayat (1) i .

# Thid, Penjelasan Pasal 51 Ayat (2)

* Yhid, Penjelasan Pasal 51,
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iatin, maka akibat hukumnya adalah akan berlathoya status hukum PKWT
tersebut akan berganti menjadi PKWTT.”
Diantara Perjanjian kerja yang dipersyaratkan dalam bentuk tértzz%is adalah
PKWT. Dalam Undang-undang Ketenagakerfazn, PKWT diatur dalam:
1. Pasal 56, Ayat {2), yang menyatakan, bahwa:
“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebageimana dimaksud dalam ayet
(1) didasarkan atas:
a. jangka wakty; atau
b. selesainya suatu pekerjaan tertentin.”
2. Pasal 37, Ayat (1), yang menyatakan: ‘“Perjanjian kerja untuk waktu
tertentu dibuat secara tertulis seria harus menggunakan bahasa Indonesia
dan huruf latin®

3. Pasal 37 Ayat (2), yang menyatakan:

“ Perjanjian kerja untuk wakis teitentu vang dibuat fidak tertulis
bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dinyatakan sebagai perjanjian kerjs untuk waktu tidak tertentun.”

Beberapa bentuk dan sifst pekerjaan yang dapat dibuat dalam peganjian
kerja waktu tertentu/kontrak menurut Pasal 59 Ayat (1) Undang-undang
Ketenagakerjaan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. perjanjian yang dibuat sekali selesat yang didasarkan ates selesainya
pekerjaan terientu atau bersifat scmentara dimana harus dicantumkan
batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesad. Apabila kondisi pekerjaan
tersebut belum selesai, maka dapat dilskukan pembaharuan Perjaniian
Kerja Waktu Tertenty (PKWT) dengan masa tenggang 30 hari setelah
berakhirnya perpanjangan.

2. Pekeriaan yang bersifat musiman merupaksn pekerjaan yang
pelaksanaannya tergantung dart musim atau cuaca dan ind hanya dapat

3 Thid, Pasal 57 Ayat {1} dan Ayat (2).

Universitas indonesia

Tanggung Jawab..., Agus Rudijanto, FH Ul, 2009



dilakukan pada satu jenis pekerjaan pada musim tertesty, termasuk

pekerjaan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu.

1. pekerjaan vang berhubungan dengan produk bam, kegiatan bam, atau
produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjaiakan.

4. pekerjaan harian lepss merupakan pekerjaan tertentu yang berubah-
nbah dalam waktu dan volume pekerjaan yang upahnya didasarkan
pada kehadiran dan waktu kerjanya kurang dari 21 hari dalam satu

bulan,

Selain dari pada itu, maka termasuk pekerjaan dengan hubungan kerja
PEKWTT, PKWT im berlangsung terus hingga masa perfanjian ini selesai
pada waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan vang disetujui
bersama ataun selesainya pekerjaan dalam waktu paling lama dua tahun dan
diperpanjang selama satu tzhun dengan suatu ketentuan babwa untuk
perpaniangan terhadap perjanjian vangtelah selesal, rsaka  tojub hari
sebelumnya harus ada pemberitzhuan pada pekerja/burah secara tertulis, >

Apsabila dalars KUH Perdata, syarat syahnya perjanjian diatur dalam Pasal

1320, maka dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan,
syarat syahnya perjanjian diatur dalam Pasal 52, Syarat syahnya perjanjian
sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003,
tentaug Ketenagakerjaan tersebut, menyatakan bahwa: '

“Perjanjian kerja dibuat atas dasar

=R
b,

kesepakatan kedua belakh pihak;
kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum,

¢. adsnya pekerjasn yang diperianiikan; dan,

pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum,
kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

~

2 Soedarjadi, Hek dan Kewajiban Pekega-Fengusaha, Pustaka Yustisia, Cet. Pertama, Bandung,
2009, hal. 23,
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C. Kesepakatan Kedua Belah Pihak

Kesepakatan atau kongensus, adalah merupakan perasaan rela atau ikhias
diantara para pihak pembuat perjanjlian mengenal segalz hal yang ditusngkan
dalam isi perjanjian. Kesepzkatan biasanya didahului dengan penawaran dan
penerimaan. Kesepakeian dianpgap tidak terjadi apabila kesepakatan itu diberikan
karena kekhilafan, atau diperoleh karena paksaan atau penipuan. ™

Kekhilafan
Ketentvan fentang kekhuilafan ini diatur dalam Pasal 1322 KUH Perdata, vang
meﬁyatakan:

“kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selain apabila
kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok

perjaniian”

“Kekhilafan #u tidak menjadi sebab kebatalan, jike kekhilafan itu hanya
terjadi mengenat dirinya orang dengan siapa seorang bermaksud membuat
suatu perjanjian, kecuslt jika perjanjian itu telah dibuat terutama karena

mengingat dirinya orang tersebut. >

Ada dua unsur pokok dalam Pasal 1322 KUH Perdata ini, yaitu;
1. bahwa kekhilafan itu tidak dapat dijadikas alasan atau dasar untuk
batalnya perjanjian.
2. keknilafan vyang dapst menyebabkan batalnya perjanjian adalah
kekhilafan yang disebabkan oleh:
a.  hakekat kebendaan yang menjadi obyek perjanjian tidak sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya;
b. dirinya orang dengan siapa seorang bermaksud membuat suatu
petjanjian telah dibuat perjaniian untuk i,
Hal pertama (1) adalah prinsip umum yang hares dipegang, ditkuti dan
ditaati, Hal kedua (2) merupakan pengecualian atau penyimpangan, yang

53 Subekti dan Tiitrosudibio, Op. Cit, Pasal 1321,

* Ibid., Pasal 1322.

Universitas Indonesia

Tanggung Jawab..., Agus Rudijanto, FH Ul, 2009



dibatasi alasannya. Dari kedua alasan pengecualian yang disebutkan di atas,

alasan kedus lebih mudah dimengerti dari alasan pertama’ Dalam
Perianjian Kerja Waktu Tertentu, ketentuan ini sangat ;;ezzzing untuk
difahami, karena sering terjadi adanya kekeliruan-kekelituan oleh
Departemen HRD suatn perusahaazn depgan alasan telah terjadi kelzlaian
atau kekhilafan. Terhadap hal vang kedua terutamanya, disana dicantumkan

dua klausula yang dapat menyebabkan batalnya perjanjian, yaitu

a.

Hakekat kebendaan vang menjadi obyek perjanjian tidak sesuai
dengan keadazn yang scbenarnya. '
Dalam hal ini Penolis menterjemabkannya dalam PEWT adalah
dipersamakan dengan tugas karyawan ™ Tugas karyawan ind
seharusnya oleh Departemen HRD dimust dalam PKWT, karena
yang membust PKWT dalam perusshaan adalah Departemen HRID,
Namun tidak jarang, Depsriemen HRD memindabtugaskan dan
memindatiternpatkan karyawan ke posisi yang berbeda dari PRWT
vang telah dibuat, dengan tanpa mengganti fugas karyawan
sebagaimana yang tercantum pada PKWT. Padahal berdasar Pasal
55 Undang-undang Ketenagakeriaan, menyataken: “Perianjian
kerja tidak dapat ditarik kembali dan/stay dinbah, kecuali atas
persetujuan para pihak”

Serta apabila berdasar Pasal 1322 Ayat (13 KUH Perdata tersebut di
atas, maka dapat menyebabkan batalnya perjanjian.

Namun akibat bukum dari PKWT yang batal karenz scbab
kekhilafan ini, oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak
dijelaskan secarz mendalam, Namun menorut hemat Penulis,
secharusnya memindahkan karyawan ke tempat yang berbeda

55 Wartini Muoljadi & Gueawan Widjaja, Perikatan Yang Lalir dari Perjanjian, RajaGrafindo
Persada, Cet. Perlama, Jokarta, 2002, hal, 105,

% Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tabun 2003, Op, Cit, Pasal 54 Ayat (1) Huraf dan

Universitas Indonesia

Tanggung Jawab..., Agus Rudijanto, FH Ul, 2009



dengan tempat yang diperjanjikan, ianpa surat perjanpan, maka
status karyawan dapat berubah dari PKWT menjadi karyewan
Tetap (Perjaniian Kerja Waktu Tidak Tertenty/ PKWTT).

Dirinya orang dengan siapa seorang bermaksud membuat suaiu

perianjian telah dibuat perjanjian untuk itu.

Dalam hal ini Penulis dapat memberikan ilustrasi sebagai berikut.
Bahwa dasar penambahan karyawan di dalam perusahaan beberapa
sebabs:

1. berdasarkan kebuiuban pengembangan perusahaan. Hal ini
biasanya diketabut dari pemetaan karvawan dibandingkan
dengan pengembangan  peruszhasn.  Sumber calon
karyawan, bisa bersumber dari internal perusahzan.
Bentuknya bisa berupa promost karyawan, Namun ‘apabila
dari internal tidak ada, maka calon karyawan diambil dari
sumber cksternal. Kualifikasi yang dibutvhkan bisa yang
kualifikasi khusus atau umum (penambahan karyawan saja),
tergantung pengembangan perusahaan #u daiam bidang
yang samafielah ada s&belum;rya, atan dalam bidang vang

lain,

2. Berdasar kebutuhan replacement. Hal ini biasanya disebabkan
oleh kebutuban pengisian posisi yang lowong, karena:
a. karyawan sebelumnya keluar,
b. karyawan sebelumnya promosi {naik jabatan) atan
demosi {turun jabatan).
Kedua hal ini menentukan, kualifikasi calon karyawan yang
harus dicari oleh Departemen HRD. Setelah kualifikasi
ditentukan, maka Departemen HRD mencari ke sumber-
_ sumber yang ada. Bahwa berdasar kualifikasi inilah, calon
\karyawan diseleksi hingga diterima di perusshaan tersebut,
vang dalam implementasinye karyawan tersebut teiah
membuat PKWT dengan perusahasn,
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Sehinggs menurut Penolis, unsur Pasal 1322 Ayat (2), khususnya tentang
klausula yang menyvatakan, * ... jika perjanjian itu telah dibust terutama karena
mengingat dirinya oraog tersebut.” Jelas koalifikasi karyawan vang ditentukan
oleh Departemen HRID, merupakan kualifikasi tentang diri karyawan tersebut,
apabila tidak sesust dengan kualifikasi yang ditentukan, maka sudah pasti tidak
gian diterima sebagal karyawan.

Memang tidak mudsh untuk mengetahui kemampuan sesecrang hanya
dengan cara meng-inferview dalam beberapa jam atav hard saja. Sehingga apabila
dalam pelaksanaan PKWT tcrayata karyawan tersebut tidak sesuai dengan
kualifikasi yang dibutuhkan perusshaan, maka dalil kekhbilafan dapat dijadikan
dasar pembatalan PKWT.

Palisaan

Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan, Pasal 32 Ayat (1), yang menyatakan
sebagal berikut:“Penempatan {enaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka,
bebas, olryektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.”

Sementars dalam Penjelasannya dinyatakan bahwa :

“Yang dimsksud dengan terbukz adslah pemberian informasi kepada
pencari kerja secara jelas antara lain jenis pekerjaan, besarnya upah, dan
jam kerja. Hal ini diperlukan untuk melindungi pekerja/burnh serta untuk
menghindari terjadinya perselisihan setelah tenaga kerja ditempatkan®,

“Yang dimaksud dengan bebas adalah pencari kerja bebas memilih jenis
pekerjaan dan pembert kerja bebas memilih tenaga kerja, sehingga tidak
dibenarkan pencari k&{jﬁ: dipaksa untuk mencnima swatu pekerjaan dan
pemberi kerja tidak dibenarkan dipsksa untuk menerima tenaga kerja vang
ditawarkan,”

“Yang dimaksud dengan obyektif adalah pemberi kerja agar menawarkan
pekerjaan yang cocok kepada penacari kerja sesuai dengan kemampuannys
dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan, serta harus memperhatikan

Lintversitas indonesia

Tanggung Jawab..., Agus Rudijanto, FH Ul, 2009



kepentingan umum dengan tidek memihak kepada kepentingan pihak
tertenty.”

“Yang dimaksud dengan adil dan setara adalsh penempatan tenaga kerja
difakukan berdssarkan kemampuan tenaga kerja dan tidak didasarkan atas
ras, jems kelamin, warng kulit, agama, dan aliran politik.”
Berdasar pasal ini, maka paksazn tidak sama sekali dibemarkan, sebab asas
kebebasan dijamin oleh undang-undang,
Khusus tentang pengertian “paksaan” KUH Perdaiz mengaturnya dalam Pasal
1323 sampai dengan Pasal 1327, yang menyatakan, sebagai berikut:
2. Pasal 1323, menyaiakan:
“Pakspan yang diakukan tferhadap orang yang membust suasiu
perjaniian, merupakan alasan untuk batalnya perjaniian, juge apabila
paksasn itu dilakukan olek secrang pibak ketiga, untuk kepentingan
stapa perjanjian tersebut tidak telah dibuat.”

Paksaan sebagaimana diatur dalam Pasal ini, tidak hanya paksaan itu
dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Akan tetapi dapat
juga paksaan v dilakukan oleh pihak ketiga, Paksanaan sebagaimana
dinyatakan dalam pasal inl sering terjadi diperusahaan-perusaliasn
vyang berfempat di kawasan-kawssan industri. Pelakunya adzaish
kebanyakan dilakukan oleh pihak-pibsk yang mengaku pemzzéa
kampung di sekitar lingkungan peruzshaan (igtilah ini orang ini
populer dengan istilah “calo™ atan “makelar”. Tindakan pemaksaan
sering dilakukan dengan cara mesitipkan orang agar diterima bekerja
di perusahasn tersebut, apebila tidak diterima, maka intimidasi
dilakukan baik kepada Depariemen HRD maupun kepada karyawan
yang kos atau kontrak disekitar lingkungan perusahaan.

b, Pasal 1324, menyatakan;
“Paksaan telah terjadi, apabila perbuatan itu sedemikian rupa hinpgs
dapat menalutkan seseorang vang berpioran sehat, dan ’apaﬁilzz
perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa
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dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang
dan nyata,”
“Dalam mempertimbangkan hal iu,  hares diperhatikan usia,
kelamin dan kedudukan erang vang bersangkutan.”
_{}élam pasal ini diatur tentang akibat paksaan itu, sehingga paksaan
itu dapat menyebabkan batalaya perjanjia. Ketentuan ini sama
dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 1326 KUH Perdats.

Pagal 1325, menyatakan
“Paksaan mengakibatkan batalpya suatu perjanjian tidak saja apabila
dilakukan terhadap salah satu pithak yang membuat perianjian, tetapi
juga apabila paksaan ity dilakukan terhadap suami atau istrl atsu
sanak keluarga dalam garis ke atas maupun ke bawah,”

Pasal 1326, menyatakan:
“Ketakutan saja karens hormat terhadap ayah, ibu afau samak
kelvarga lain dalam garis ke atas, tanpa disertst kekerasan, tidak
cukup untuk membatalkan perianjian.”

Pasal 1327, menyatakan:
“Pembatalan suats perjanjian berdasarkan paksaan tak lagi dapat
dituntutnya, apabila setelah paksaan berhenti perjamjian itu
dikuatkan, baik secara dinyatakan dengen tegas, maupun secara
diam-diam, atau apabila seseorang melampaskan waktu vang
ditetapkan oleh undang-undang untuk dipulinkan selurchnya.™

Batalnya bak menuntut pembatsian perjanjian berdasarksn paksaan, ini gugur

apavila;

a.

sefelab paksaan tidak lagl tegjadi, pedjanjian fu dikuatkan atau
dibenarkan oleh pihak yang dipaksa. Pembenaran ini dapat dHakukan
dengan tegas, maupun secara diam-diam; atau

pihak yang paksa melampauakan wakiu untuk pembatalen perjaniian
dimaksud. o .

+
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Penipuan

Pembatalan perjanjian karena “penipuan” diatur dalam 1328, KUH Perdata, YVang

menyatakan:

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila
tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian
rupa, sehingga terang dan nyata bahwa pihak vang lain tidak telah
membust perikatan itu jika tidak dilaksanakan tipu muslihat tersebut.”

“Penfpuan lidak dipersangkakan, diperlainkan harus dibukgikan.™

Dalar Pasal ini diatur tentang batalnya perjanjian karena alasan
penipuan. Penipuan dalam Pasal inl dianggap sebagal tindakan curang
yang sempuma (delik selesai), karena penipuan dalam pasal ini tidak
mempertimbangkan lagi {entang prosels atau cara perbuatan penipuan
itu dijakukan, akan tetapi bagaimana akibat dani penipuan terjadi.

Dalam perjanjian  tertulis, kesepakatan dinyatakan dalam bentuk
pembubuhan fanda tangan. Pernyataan kebendak untuk menyatakan
sapakat atau tidak inj tidsk selalu harus dinyatakan secara tegas, pamun
dapar depgan tingkah laku ataw bal-hal lain yang mengungkapkan
pernvataan kehendak para pibak  Yang terpenting adalah dapat
dipahaminya atau dimengerti oleh para pihak bahwa telah tefja
penawsran dan penerimaan, Bebm;;é contoh yang dapat dikemukakan,
sebagai cara fterjadinya kesepaksian/terjadinya penawaran dan
penerimazn, adalah:

dengan cara tertulis;

dengan cara lisan;

dengan simbol-simbol tertentu; bahkan,

dengan berdiam diri,

Ao W e

Akan tetapi apabua.para pihsk tidak berada dalam satu tempat
bertenmy, maks dikenal ada beberapa teori tentang pefzzyataan
kesepakatan:
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1) Teori Pengiriman. Teori ini menyatakan bahwa terjadinya
kesepakatan adalah pada saat pengiriman jawaban yang isinys berupa
penetimaan atas penawaran yang diterimanya dari pihak fain.

2} Teori penerimaan. Teori ini menyatakan bahwa kesepakatan itu
terjadi manakalas jawaban atas penawaran yaog berisi tentang
penerimaan penawaran tersebut telah diterima oleh pihak yang

menawarkan *

D. Kemampuan atau Kecakapan Melakukar Perbuatan Hulum

Pasal 52 Ayat (1) huruf b, Undasg-undang Ketenagakerjaan menyatakan
bahwa, Perjanjian Kerja dibuat atas dasar : b. kemampuan alan kecakapan
melakukan perbuatan hokam.”

Dalam Penjelagan Pasal 52 Ayat (1) huruf b, Undang-undang Ketenagakerjasn
menyatakan:

“ Yang dimaksud dengan kemampuan gtau kecakapan adalzh para pihak
yang mampy atau cakap mepurnt hukum untuk membuat perianjian.
Bagi tenaga kerja anak, yang menandatangani perjaniian adalah orang

fua atan walinya.”

Terhadap Ayat ini, Penulis menemukan beberapa hal yang kurang cermat _daiah:r
permbuatannye, diantaranya:

1. Klaosula ayat yang menyastakan, “kemampuan atau kecakapan
metakukan perbuatan hukum” ini mengatur tentang syarat subyektif
pada para pihak yang mengadakan perjaniian dengan sangat luas.
Namun pengertian yang diberikan oleh Penjelasan Ayat ini justro
membatasi pengertian vang diberikan olel ayat #tu sendiri, Karena
datam penielasannya hanys menyatakan “... mampu atau cakap

 Atmadi Mire. Op. Cit. Hal 33,
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menurut hukom unsk membuad perianjian.” {cetak tebal - miring

dan garis bawah dari Penulis).

2. Bahkan seolah-olah semakin dibatast lagl pengerttan “kemampuan
atau kecakapan” itu hanya pada usia (hhat klausula “Bagi tenags
kerja anak, yang mesnandatangani perjanjian adalah orang tea atau
walinya.”). Duz kalimat dalam satu penjelasan ayat ini menurut
hemat Penulis adalah memberikan pengertian yang saling terkait.
Sehingpa pertanyasn yang muncul edalah:

a. Apakah pengerfian mampu atan cakap itu hanya sebatas
mampu dan cakap dalam pengertian usia?

b. Bagaimana katannya antars pengeriian mampu dan cakap
dengan ketentuan Passl 1329 KUH Perdata?

3. Kemampuan atau kecakapan fidak hanya dapat dilihat dari faktor
usia, tetapi kemampuan atau kecakapan sangat dipengaruhi oleh

kesempurnzan emosional dan mental, pengalaman dan pendidikan.

Sehingga dalam hal ini Penulis Jebih sependapat terhadap klausula ayat yang asli,
dibandingkan dengan penjelasan ayatnya.

Kemampuan .atau kecapakan bertindak melakukan perbuatan hulum, haruslzh
diartikan tidak hanya sebatas “untuk membuat perjanjian”, akan tetapl harus
sampai pada kemampuan atsu kecakapan untuk melaksanakan isi perjaniian.
Apabila hanya sampai pada membuat perjanjian, maks lantag siapa vang akan

melaksanakan isi perjanjian?

Pengertian kemampuan atau kecakapan melakokan perbuatan hukam bagi
Pekerjaburuh.

Terkait dengan pengertian kecakapan dari segi usia (dalam hal ini istilah yang
populer dalam bidang hukum adzlah dewasa), Apzbila dicermati, ketentuan Pasal
50, yang menyatakan bahwa: P

“Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha

dan pekerja/boroh”,
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Apabila dikaitkan dengan pasal 52 Ayat (1) huruf'b, yang menyatakan bahwa;
“Perjanjian kerja dibuat atas dasar: (b) kemampuan atau kecakapan
melakukan perbuatan hukum™

Dikaitkan pula dengan Penjelasannya, yang menyatakan bahwa:
“Yang dimaksud dengan kemampuan atau kecakapan adalah para pihak
yang mampu atau cakap mesurut hukum untuk membuat perjanjian,
Bagi tenaga kerja anak, yang menandatangani perjanjian adalab orang
tua atau walinya.

Dan dikaitkan pula dengan Ayat (2), yang menyatakan, bahwa:
“Perjaniian kerja vang dibuat oleh para pihak vang bertentangan dengan
ketentuan sebageimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat
dibatatkan ™

Maka jelas, bahwa untuk syahoya sebuah perjanjien kerig, diantaranva
adalah harus didasarkan pada kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan
hukum dari para pibhak. Pengertian “mampu”™ atau “cakap” meourut penjelasan
pasal ini adalah dewasa {meskipun Peoulis dalam hal inl kurang sependapat
dengan pembatasn pengertian ini}, Dewasa dalam pengertian vang diberikan oleh
Undasg-undang Ketenagakerjaa, usia sekurang-kurangnya 18 tabun. Hal ini
berdasat pada Undang-undang Ketenagakerjaan, yang meunyatakan: “anak adalah
setiap orang vang berumur di bawah 18 {delapan belas) tahun>® Karena dewasa
adalah merupakan tahapan setelah masa ansk-anak, maka berdasar Undang-
undang Ketenagakerjaan, dewasa adalah usia sekurang-kurangnya 18 (delapan
belas} fahun.

Menurut Pasal 39 Ayat (1} Undang-undang Nomor 30 Tabhun 2004, para
pibak dapat bertindak sebagal penghadap paling sedikit berusia 18 tahun atan
telah menikah. Kebiasaan dalam praktik pembuatan koatrak para pihak tidak

* Undang-undang Republik Indonesia No, 13 Tahun 2003, Op. Cit, Pasal 1Avat (26).

Universitas Indonesia
Tanggung Jawab..., Agus Rudijanto, FH Ul, 2009



hanya cukup memenuhi kecapakan hukum saja, tetapi juga perlu diingat apakah

para pihak tersebut mempunyai kewenangan atau tidak.”

Menunut Kitab Undang-undang Hokum Perdata, pengertian dewasa adalah
orang yang telah mencapal umur 21 tahun atau kurang dari 21 tahun, akan tetapt
telah pernah menikah, Lebih lengkapnya ketentuan tersebut adalah menyatakan
sebagai berikut:

“Belum dewasa adalah mercka vang belum mencapat nmur genap
duapulub saty tshun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila
perkawinan ity dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu
tahuy, maka mereka fidak kembali lagl dalam kedudukan belum

dewasa "%

Oleh gebab banyakuya ketentuan yang mengatur tentang pengeriian
“kedewasaan” ini, maka pada Pasal 330 {sesuat penafsiran Subekti, dan
Tiitrosudibio) tersebut juga ditambahkan ketentuan Ordanansi 31 Januari
1931, LN 1931 — 54, yang menyatakan:

“Untuk menghilangkan segala keragu-raguan vang timbul karena
ardonansi 21 Desember 1917, LN 1817 — 138, dengan mencabut
ordonansi ini, ditentukan sebagai berikut;

(1) Apabila peraturan undang-undang memakai istilah “belum
dewasa” maka sekedar mengenai bangsa Indonesia, dengan
istilzh #u vang dimaksud: segala orang vang belum mencapai
umur genap 21 tahun dgn tidak Jebih dahulu tefah kawin,

(2) Apabila perkawinan ftu dibubarkan sebelum mulai umur dua
puluh dus tahun, maka tidaklah mereka kembali lagi dalam
istilah “belum dewasa™.

N
~

% Ahdiana Yuni Lestar dan Endang Heryani, Op.Cit, kal. 7.8,

% Subekti dan Tjitrosudibio, Op. Cit. Pasal 330
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(3) Dalam paham perkawinan tidakiah termasuk perkawinan anak-

aﬁai( 25l

Berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, ketentuan
definisi fentang “dewass” tidak dijelaskan secara tegas. Namun disinggung dalam
beberapa pasalnya, diantaranya:

*“ Pasal 47, yang menyatakan:

(lj Anak yang belum mencapai umur 18 {delapan belas) tahun atau belum
permah melangsungkan perkawinan ada di bawzh kekuasaan orang
tuanyz selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. ‘

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segaia perbuatan hukum
di dalarn dan diluar Pengadilan.”®

Demikian pula yang dinyatakan dalam Pasal 50, dinyatakan bahwa:

{1) "Avak yang belum mencapai wmur 18 {delapan belas) tabun atau
belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah
kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

(2) Perwalian itu mengenat pribadi anak yang bersangkutan manpun harta ;

bendanya.”

Jadi kesimpulan antara ketentuan Pasal 50, Pasal 52 Ayat (1) huruf b Jo
Penjelasannya, serta Pasal 52 Ayat (2) adaiah bahwa, sesecorang (pekerja/atau
buruh) vang telah mencapai Usia 18 Tahun, waka orang tersebut adalah orang
yang mampu stau cakap menurut hukum vntuk membuat perjanjian kera (dalam
hal ini adalah PXWT) secara sysh.

Pengertian kemampuan atau keeakapan melakukan perbuatan hukom hagi
Pengusabia '

& Thid. Pasal 330
% Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawitan, dalam Subektf dan

Titrosudibio, * Kitsb Undang-undang Hulkum Perdate, Praduya Patamifa, Jakarta, 1996, Cet. 28,
hal. 581 — 552
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Kemampuan atau kecapakan bertindak secara hulcam, dalam banyak hal
bechubungan pula dengan masalah kewenaogan bertindsk dalam  hukum.
Meskipun kedua hal tersebut secara prinsipil berbeda, namun dalam membahas
masalah kecakapan bertindak, make masalah kewenangan bertindak juga sangat
terkait. Jika masalah kecakapan atau kemampuan bertindak itu terkait dengan
faktor kecakapan pengetahuan tentang teknis aplikasi (intelektualitas), maka
kewenangan bertindak adalah terkait dengan kapasitas seseorang secara hukum
terkait dengan kekuasaan yang dimiliki seseorang. Bisa saja orang vang cakap
bertindak secara huicg_um, tetapt tidak berwenang uotuk melakukan tindakas .
Kewenangan biasanya dilekatkan pada kekuasaan secars sosial, barang siapa
memiliki kekuasaan, maka dia memiliki kewenangan ® Sehingga sifatnya adatah
atributif, artinya merupakan rangkaian dsti simbol-simbol sosial yang terkait
dengan kontribusi sesecrang. Baik kontribusi berupa keahlian, sehingpa
mendapatkan atribut pimpinan, mansjerisl, koordinator, bahkan advisor. Atau
kontribust yang bersifat materi, sehingga mendapatkan atribut sebagai donatur,

dan lain-Jain,

Pelaksanaan kewenangan ini tidak harus dilaksanakan sendiri, tetspl dapat
dialibkan baik scbapian, maupun seluruhnya kepada piluk lain yang dianggap
berkompetens atau cakap, untuk melaksanakan kewenangan iu oleh pemilik
kewenangan, Inilah yang membedakan antara kemampuan atau kecakapan dengan
kewsnangan. Karena sifatnya yang atcbutif, maka kewéuangan dapat dialihkan,
baik secars turun temurun {pewarisana) atau digantikan kepada pihak lain, akan
tetapt kemampuan atau kecakapan tidak bisa.

Diantara fungst pengalihan kewenangan adalah, selain agar organisasi ifu
tetap eksist, juga dapat menyederhanakan proges perbuatan unfuk melaksanakan

kewenangan, dengan fanpa mengurangi substansi dari kewenangan itu sendiri.

Pengalihan kewenangan, dalam sekala besar dapat diartikan sebagai distribusi
kewenangan, akan dapat dilihat dalam sebuah organisasi. Dalam hal ini Penuiis

*
4

% Soerjone Sockanto, Sosiologi - Suati Pengantae, RajaGrafindo Persada, Cet 30, Jakarta, 2000,
hal 263.
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akan memilib topik pembahasan tentang organisasi perusahaan yang terbentuk
dalam sebuah badan hukum Perseroan Terbatas. Karena perseroan adalah salah
satzu bentuk organisagi. Dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007, tentang
Perseroan Terbatas, dinyatakan dalam Pagal 1 Ayat (3), bahwa”

“Direksi adalsh Organ Perseroan vang berwenang dan bertanggung fawab
penub atas pengurusan Pergeroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perserosn, baik di

dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dagar.”

Sehingpa dari sini dapat disimpulkan bahws berdasarkan Usdang-undang
Persercan Terbatas, maka pemegang kekuagaan tertinggi di perseroan adalah
dirgksi {terlepas di sini direksi sebagai pemilik/pengusaha atau dirsksi
sebagat pekerja), samun berdasarkan kewenangan vang diberikan oleh
Undang-undang ini, maka direksilah sebagal penanggung jawab sekaligus
éebagai pemegang kewenangan tertinggi di dalam perseroan dibawsh rapat
umum pemegang salam scbagai pengejawantahan dari pemilik perusahaan.
Untuk daa oleh karena iu segala kegiatan perseroan, geharusnya
dilaksapakan sendiri oleh direksi. Namun sesuai dengan prinsip-prinsip
pengelolaan orgamisasi yang efskiif, maka 61 sana dikenal sistem
pendelegasian kewenangan secara efeltif dan terkontrol. Artinya bahwa
seorang direksi persercan, tidak harus melaksanakan sendiri seluruh kegiatan
pengelolaan perseroan. Sehingga, dengan ind direksi dapat menunjuk atau
mengalilkan sebagiat tugas-tugas pengurusan atau pengelolaan persercan,
kepada pihale lain. Bentuk pengalihan kewenangan kepada pihak lain ini
dapat diberikan kepads pegawai atau pihak lain di lvar persercan, Namun
segala tindakannya itu, dilakukan tetap untuk dan atas nama perseroan®
Kuasa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 103 Undang-undang
Perseroan Terbatas ini, adalsh kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan
tertents®™.

5 Undang-Undang No. 46 Tahun 2007, Tentang Perservan Terbatas, Pasal 103,

® Thid. Penjeiasan Pasal 103.
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Kuasa yang memberikan kekuasaan tertentu kepada penerina kuass,
sebagaimana divreikan dalam surat kuasa, dalam praktek bigsanya disebut
dengan Surat Kuasa Khusus, Kuass Xhusos int diberikan untuk melakukan
perbuatan atas tindakan yang bersifat khusus stau terfenty, baik jenis
perbuatannys ataupun  batas waktunya, serta penerima  kuasanya
{kualifikasi khusus}. Jadi makaa “khusus” dalam Surat Kuasa Khusus ini,
dapat meliputi:

1. Khusus untuk perbuatan tertentu, sebagaimana yang dimnaksudkan
atau disebutkan dalam Surat Kuasa o, Artinya perbuatan yang
dilakukan oleh selain dari pada yang di kuasakan, maka harug
dikonfirmasi ulang kepada pemberi kuasa. Apabila pemberi kuasa
menvetujuinya, maka tenggung jawab atas perbuatan itu beralih
menjadi tanggung jawab pemberi kuasa. Akan tetapi, apabila pemberi
kuasa menolak, maka yang wajib bertanggnngjawab adalah penerima
kuoasa,

Z. Khusus jangka wakin pelaksanaan perbuatan itu. Artinya kuasa itu
aiberikan dengan batas waktu tertentu. Selebihnya dari wakiu yang
ditentukan oleh pemberi kuase, maka kekuasaan yang dibecikan itu
berpulang kembali kepada pemberi kuasa.

3. Khusus bagi Penenima. Artinya pemberi kuasa akan memberikan
Kuasa kepada penerima kuasa yang memiliki kualifikasi tertenty

Batasan kekhosussnrrya, adalah hanya sebatas uraian yang ada dalam

surat  kuase 1fu. Apabila kuasa khusus ini hanya sampai disini, maka

mepurut hemat Penulis, maka organisasi ind masih akan kurang efékt%f;
karena hanya akan ada dua level dalam organigasi ini. Maka sebaiknya,
kuasa khusus tersebut diberikan hak kepada penerima kuasanya tersebut
berupa hak substitusi atau hak redisiribusi kewenangan ke bawuahan
Penerima Kuasa substitusi itu. Hingga ke svatu level tertenfu sesuai

dengan keperluan perserosn,

Pasal 103 Ubdang-undang Perseroan Terbatas ini, sgogatlah
penting keberadaannya. Karena merupakan pasal penggerak sistem
organisasi daripada perseroan. Berdaser pasal inilah, organisasi
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perseroan dapat berjalan efektif dan efisien, sehingps dibanding dengan
badan hukum vang lain, perseroan lebih cepat berkembang, selain
memberikan rasa aman bagi investasi, karena sifatnya yang terbatas, juga
karena adanya sistem organisasi yang efektif, sehinpga efisien dari segi
biaya operasionalnya. Dapat dibayangkan, apabila pasal ini tidak ada,
maka direksi akan kerepotan sendiri untuk menjalankan sistem
orgauisasi. Semua sendi kegiatan organisasi tidak boleh didelegasikan
kepada siapapaun.

Namun kemudahan yang diberikan oleh Undang-undang Perserpan
Terbatas ini, kurang difahami dan dilaksanakan dengan baik dalam
kegiatan perseroan, Fal ini disebabkan karena sistem kontrol oleh Dewan
Komigaris, tidak sampai menyentuh pada sistem pendistribusian
kewenauogan ini, Dewan Komasaris lebih mengutamakan pada kontrol

keuangan dar pengembangan usaha perseroan.

Ketidalfahaman ateu ketidakpedualian akan sistem deligasi atau
distribusi keweovangan ini adalah merupakans bom waktu yang cukup
serius bagi dunia ussha yang dalam skala kecil cokup mengancam
perseroan. Sebanyak direksi dart sejumlah perseroan, sebanyak itu pula
pendelegasian atau distribusi kewenangan direksi dilaksanakan, akan
tetapi mungkin tidak sebanyak itu yang melakukan pendelegasian secara
benar.

Apabila dikaitkan antara pembahasan tentang sistem pemberikan
kuasa sebagai bentuk pendelegasian tugas direksi kepada karyawanaya
sesuai Pasal 103 Undang-undang Perseroan Terbatas), dengan Pasal
Pasal 52 Ayat (2) Jo. Pasal 50 dan Pasal 1 Ayat (14}, {15) dan Ayat (213,
Maka adalah jelas daxﬁpaimya ke Perscroan, yaitu semua karyawan
(termasuk karyawan dengan PKWT), skan berpotenst menjaci karyawan
tetap, karena PKWT yang scharusnya ditandatangai oleh Pengusaha,
akan tetapi tidak dita%iiatangani pengusaha. Manager HRD (atau bahkan
Supervisor HRI}} yang mendatangani PRKWT, tidak pernah mendapat
Surat Kuasa dari Direksi. Schinggz PKWT menjadi cacat hukum, cleh
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karenanya maka berdasar Pasal 52 Ayat (2), PKWT yang demikian
adalah dapat dibatalkan.

E. Adanya Pekerjaan yang Diperjanjikan

Sangat masuk akal apabila sebuah perjanjian kerja adalah dibuat dibuat
berdasarkan zdanya pekerjasn vang cIipt=:rjz=zz:1§ii::ss.n,‘S‘*\i Hal ini ditekankan kembali
dalam Pasal 54 Ayat {1) huruf ¢, dan Pasal 56 Ayat (2} Huruf' b Undang-undang
Ketenagakerjaan. Ini merupakan syarat obyektif dalam suatu perjanjian, Apalagi
PRWT adalah untuk pekerjaan vang sifataya sementara. Maka cbyek PKWT
haruslah tertenty atag dapat ditentukan, karens terkait dengan batas waktu tertenty,
sehingga jamingn kepastian hukum dari masa perjanfian menjadi terjamin. Oleh
karena pekerjaan yang diperjanjikan yang merupakan pokok perignjian tidak ads,
maka PKWT menjadi tidak ada pula, artinga PKWT adalah batal. Konsekuensi
batainya PKWT ini ada dua kemungkinan akibat hukum:

1. apabila karyawan telah mesandatangani PRKWT, yang bersangkutan
dipekeriakan diposisi lain di perusahaan, denpan tanpa mengubah PKWT
semula, artinya tetap memakai PKWT dengan jenis pekerjaan yang lama,
maka hubungan kerja berubah darit PKWT menjadi PKWTT.

2. apabile karyawan yang bersangkulan belum menandatangam PKWT, maka
pengusaha barus melakukan negosiasi umtuk kemungkinan pensmpatan
posisi yang lain. Apabila tidak, kemungkinan dapat dikenakan delik

penipuan.

F. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban

umum, kesusitaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku,

Ketentuan ini adalah memperielas dari ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata,
pada unsur keempat syarat syahnya perjanjizn, vaitu “karena sebab yang halsl,
yang diterjemabkan ke dalam makna akademis. Benar babwa perjanjian tidak”,

% ~undang Republik Indonesia No, 13 Talun 2003, Op, Cit. Pasal 52 Ayat (1) Huruf ¢

tiniversitas Indonesia

Tanggung Jawab..., Agus Rudijanto, FH Ul, 2009



boleh bertentangan dengan  ketertiban umurns, kesusilaan, dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, karens apabila hal im dilakukan, artinya Para
Pihak telah sepékat melakukan tindak pidana yang direncanakan, azt_au melakukan
kesepakatan jahat dalam bukum pidana.

Adanya peganjian yang dibuktikan dengan sebush naskah perjanjian
belum dapat dipastikan babwa perjanjian itu telah benar-benar tefadi. Hal ini
kareng tidak semua perjanjian dibuat sesuai secara syah Untuk mengetabul
perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu syah ataw tidak, maka para pihak harus
mengetahui babkan seharusnya memabami tentang svarat syahnya perjanjian.
Sebagai pembanding, maka perlu difahami beberapa ketentuan tentang svarat
syahnya perjaniian scbagaimana yaog diatur dalam Pasal 1320 KU Perdata,
apabila petjanjian i merupakan perjaniian keperdataann umum atan Pasal 32
Undang-undang Ketenagaketjasm, apabils perjanjian itu merupskan perjanjian
ketenagakerjaa. Perlu Penulis singgungp di sini tentang syarat syahnya perjanjian
dalam bidang pet:éata urmuni, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata
menyatakan:

“Untuk syahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat.

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirpya;

2. kecapakan untuk membuat suatu perikatazn;

3. suatu hal tertenty,

4. suafy sehab yang halal >
Sehubungan dengan keempat syarat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang
Hulum Perdata tersebut di atas terdapat penjelasan lebih lamjut terkait dengan
konsekuens! tidak terpenubinya masing-masing svarat dimaksud. Perraria, syacat
“kesepakatan” dan “kecspakan”, merupaken syarat subyektif, karena berkenaan
dengan difi orang atau subyek yang membuat kontrak. Kedwa, syarat “suatu hal
tertentu” dan “suatu scbab yang halal” merupakan syarat Obyekiif Akibat
hukumnya adalah ;

1. “non —eksistensi”, apabila tidak ada kesepakatan, maka tidsk ada

kontrak.

+

= Subekti dan Tjitrosudibio, Op.Cit. hal. 339,
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2. vernietighaar atau dapat dibatalkan, apabila kontrak atau perjanjian
tecsebut lahir karena cacat kehendak (wilsgebreke) atau karena
ketidakcakapan {onbekwaanheid)y-(syarat Pasal 1230 BW angka 1 dan
2), berarti hal ini terkait dengan vnsur subyektif, sehingga berakibat
kontrak tersebut dapat dibstalkan; dan,

3. niefeg atau batal demi hukum, apabila terdapat kontrak yang fidak
memenuhi syarat obyektif tertentu atau tidak mempunyai causa atau
causanys tidak diperbolehkan (syarat Pasal 1320 angka 3 dan 4),
berarti hal ini terkait dengan unsur subyektif, sehingge berakibat
kontrak tersebut batal demi hukum.*®

Mamun demikiar apabila perikatan telah sesuai dengan ketentvan Pasal 1320
Kitab Undang-undang Hukum Perdata ataus Pasal lain dalam Unpdang-undang
Khusus, maka perjanjian tersebut adalah syah dan berlaku sebagai undang-undang
bagi pembuamya Hal ini sebagaimana dianystakan dglam Pasal 1338 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata, vang merupakan asas kepastian hukum, yang
menyatakan:

“Semug persefujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku

sebagai undang-undang bagl mereka yang membuatnya. Persetujuan itu

tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak,
atau  karenz alasan-alasan  yang ditentukan oleh undang-undang.

Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik % '

Inilah diantara kepastian hukom yang diberikan oleh Undang-undang. Bahwa
apabila perjanjian telah dibuah secara syah, maka perjanjian itu memilika kekustan
ke dalam, vyaitu mengikat bagi yang membuainya sebagaimana mengikatnya
undang-undang kepada para pihak. Serta memilikd kekuatan kelvar, vain
perjeniian ita tidak dapat di ditarik kembali oleh siapa pun, kecuali atas
kesepakatan para pihak yang membuatnya atau oleh alasan yang ditentukan oleh
Undang-undang,

o
8 Agus Yudhs Hernoke, Op.Cit, hal, 139

* Suheki dan Tjitrosudibio, Op. ¥ bal, 342,
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o st

BAB 3

TANGGUNG JAWAR HUKUM DIREKSI TERHADAP PERJANIIAN
WAKTU TERTENTU YANG DIBUAT DENGAN PEKERIA /BURUH,
APABILA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NO. 4¢ TAHUN 2007

A. Perserpan Terbatas Sebagai Subyek Hokum

Sebagaimang telah disinggung dalam Bab If tersebut di atas, bahwa sybyek
hukum dalam perikatan atau perjanjian adalah individu atau perseorasgan yang
dianggap mampu dan cakap untuk melslukan tindakan terientu. Tidek saja
tindakan yang dilakukan sehingga perjaniian atau perikatan itu tegjadi, akan tetapi
hargs mampu untuk memenubi isi atau kewajiban-kewajiban, serta mesuntut hale-

haknya sesuai dengan isi perianjian vang dibuatnya tersebut.

Subyek hulkum dalam bidang keperdataan ada dua macam, yaihn

1. Orang perorangan.

Meskipun dalam perkembangananya, bukum tiap orang tiada yang terkecusli
dapat memiliki hak-hak, ekan tetapi di dalam hukum tidak semua Qrang
diperbolebkan unfuk bertindak sendiri dalam melaksanakan bal-hsknya i
" Berbagai golongan orang, oleh undang-undang tefah dinyatakan ‘tidak cakap,”
atau “kurang cakap” untuk melakukan sendiri perbuastan-perbuatan hulkum. Yang
dimaksudkan disini, ialah orang-orang yang belum dewasa stau mesith kurang
umur dan orang-orang vang telah ditaruh dibawah pengawasan (curefele), yang
selaiu harus diwakili oleh orang tuanys, walinya afau kuratornya. w

* Quhekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, PT Intermaca, Bandung, Cef. Ke-18, 1982, Hal. 20.
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2. Badan Hukum {rechis person)

Subyek hukum yang kedua adalah Badan fiukum. Sebagai subyek hukum,
badan hukum diperlakukan same dengan manusia atau orang perorangan.” Oleh
karena badan hukum dianggap sebagai manusia atan orang perorangan, maka
prinsip-prinsip hukum yang berfaku bagi manusia atau orang perorangan adalah
berfaku pula pada badan hukum sebagai subyek hukum, (Macam dan jenis badan
hukum adalah meliputi persercan terbatas, koperasi juga vayasan, agar
pembahasan lebih mendalam dan terfokus, maka Penulis dalam Tesis ini akan
membaziasi topik pembabsan hanya pada badan hukum vang berbentuk perseroan
terbatag). Sehingga badan hukum perseroan terbatas harus memiliki, diantaranya:

1. Nama”™, domisili atau kedudukan™, sehbagaimana diatur dalam Pasal 5

Undang-undang Perseroan Terbatas;

2. Akta pendirian, yang sekurang-kurangnys berisi:

{1} nama dan tempat kedudukan Perseroan;

(2) maksud dan tujuan seria kegiatan usaha Perseroan;

{3) jangksa waktu berdirinya Perseroan;

{4) besarnya jumiah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disstor;

{5) jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah sahbam

untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan
nilal rominal setiap sgham;

(6) nama jubatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

{7) penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;

{8) tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi

dan Dewan Komisaris,

(9) tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen. ™

7 Subekti. Op. Cithial 21

" Peraturan Femeriniah Republik Indonesia Nemor 26, Tahun 1998, tentang Pemakaisn Nama
Perscroan Terbatas,

™ Pacal 5, Undangmdang Republik Indonesia Nomor 40 Tabun 2007, Tentang Perseqan
Terbatas, ’
 Pasal 15, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tatun 2007, Tenfang Perseman
Terbatas.
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3. Harta kekayaan.

Perseroan terbatas scbagaimana badan hukum yang lain, adalah harus
memiliki harta kekayaan, karena sebagaimana tujuan didirikanuya perseroan
ini adalah meropakan akumulasi atau persekutuan modal, hal ini sesuai
dengan Undang-undang Perseroan Terbatas, yang menyatakan:
“Perseroan Terbatas, yang selanjutnva digebut Perseroan, adalabh badan
hukam vyang merupakan persckutuan modal, didirikan berdasarkan
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang
seluruhnya terbagi dalam ssham dan mwemenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.””

Haria perseroan yang terbentuk dari akumulasi modal dari para pendirinya
maupun dari pemegang saham, yang kemudian divwujudkan dalam bentuk
pembagian sabam. Harta ini oleb persercan dijadikan modal agar perseroan
dapat melakukan kegiatannya, misalnya melakukan perjanjian-perjaniian,

bertrangaksi bisnis, membayvar karvawannya, dan lain-lain.

Dispat dijelaskan pula bahwa secara materiel, perseroan terbatas merupakan:

1. Kumpulan atau ascsiasi modal {yang ditujukan untuk menggerakkan
kegiatan perekonemian dan/atan fujuan khusus Iainnya).

2. Kumpulan modal mi dapat melekukan perboatan  hukum
(rehtshandeling} daiam hubungan-hubungan bk m
(rechisberrekking), Tnilah justmy yang menjadi tujuan dari sifat dan
keberadaan bedan hokum ini, dan karenanya dapat digugat atan
menggugat di depan pengadilan.

3. Modal yang dikompulkan ini selatu diperuntukkan bagi kepentingan
tertentu, berdasarkan ketertuan peraturan perundang-undangan vang
mengaturnya, Sebagai kumpulan medal, maka kumpulan modal
terschut harus dipergunakan untuk dan sesual dengan maksud d#n
tujuan yang sepenuhnya diatur dalam statuta atay anggaran dasarnya,
yang dibuta menurut peraturan perundang-undangan yang berjaka,

7* Undang-umdang Republik Indonesia Nomer 40 Tahua 2007, Op. Cit, Pasal 1 Ayat (1)
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4. Kumpulan modal ini mempunyai pengurus yang bertindak untuk
mewakili kepentingan badan hukum ini, yang harus sesvai dengan
maksud dan tojuan kumpolan modal ini, vang hm adanya
pemisahan aniara keberadaan harta kekayaan yang tercaiat atas nama
kumpulan modal ini dengan pengurusan harta kekayaan tersebut oleh
pengurus.

3. Keberadaan moédal badan hukum ini tidak  dikaitkan dengan
keanggotaan terients, Setiap orang vang memenuhi syarat dan
persyaratan vang diatur dalam statuta atau anggaran dasarnya dapat
menjadi  anggota badan hukum inl dengan segala hak dan

kewajibannya.’®

Perseroan Terbatas sebagal salah satu spbyek hukum yang berbentuk
badan hukum vang dapst melakukan segala aktifitasnya, maka haruslab memiliki
beberapa bukti atas keberadasnnya vang berfungsi sebagai identitas perseroan
terbatas, yaita sekurang-kurangnya, meliputi:

I. Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris, dan mendapatkan Surat
Keputusan Pengesahan dari Pemerintah, dalam hal ini adalah
Depariemen Kehakiman Republik Indonesia;

2. Surat Izin Usaha Perdagangan;

3. Tanda Daitar Perusahaan;

4, Surat Keterangan Domisili.

Dokumen tersebut di atas mutlak harus ada dan harus pula ditunjukkan
dalam setiap perusahaan tersebut melakukan kegiatannya, Terutama apabila
kegiatan bisnis tersebut melibatkan perbankan, baik secara aktf {bank sebagai
rekanan bisgis), maupun secara pasif (bank sebagai fasilitetor transasksi
keuangan), maka bank akan selalu menanyakan kelengkapan dokumen tersebut.
Amatiah jgrang pada saat inl ditemukan adanya transaksi bisnis yang tidek
melibatkan lembaga perbankkan, karena transaksi secara tunei selain tidak efeldif
dan efisien, juga akan sangat beresiko atas keamanan dana Sudah merupakan

L]
¥

# Gunawan Widijaia, Resiko Hukurm sehagai Direksl, Komisaris & Pemilik P, Forum Sahabat,
Jakaria, 2008, Cet, Kedua, hal 1515
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kelaziman, apabile dalam seliap melakukan perjanjian atau perikatan dengan
pihak lzin, maks harus ada keterbuskaan diantara para pihak, diantaranya

keterbukaan akan dirinya dan juga rekan bisnisays.

Identitas perseroan tersebut, memberikan konsekuensi hukum pada

perseroan terbatas, setidaknya meliputl:

1.

dapat digugat dan mengpugat, yang berarti memiliki suatu persona
standi in judicio;

memiliki haria kékayaan sendirl. Memiliki harte kekayaan di siai
bukan memiliki kekayaan, tetap) dalam makna milik bersama,
melainkan karta kekayaan dari atas namanya sendiri, yang
menandakan bahwa perseroan adalah subyek bukum yang mandirl;
dapat memberikan kaasa;

dapat membuat perjanjian, tentunya dengan segala akibat hukumnya;
mampu membuat pergturan untuk mengatur kehidupan internalnya

sendiri.”’

Secara umurmn perseroan terbatas mempunyai ciri-ciri sekurang-kuransnya

sebagai berikut:

I

memiliki status hukum tersendiri, yaitu sebagai suatu badan hukum,
vaitu subjek hukom ardificiel, yang sengaja diciptakan oleh hukum
untuk membentuk kegiatan perekonomian, yang dipersamakan dengan

individu manusia, orsng persorangan,

meemiliki harta kekayaan tersmtiifi vang dicaiatkan atas nama sendin,
dar pertanggungiawsban sendiri atas setiap tindakan perbuatan,
termasuk perjaniian yang dibuat. Jni berari perseroan dapat
mengikatkan dirinya dalam gatu atav lebih perikatan, yang berarti
menjadikan persercan sebagai subjek hukum mandini {person standi
ini judicio) yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk dapat
menggugat dan digugat dihadapan pengadilan;

e
M

 thid, hal 9-10,
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3, tidak lagl membebankan fangguopiawabnya kepada pendir, atau
pemegang sahamaya, melainkan hanya wotuk dan atas namaz dirinya
sendiri, untuk kerugian dan kepertingan dirnya sendir;

4,  kepemilikan tidak digantungkan pada orasg perorangan terfentu, yang
merupakan pendiri atan pemegang sabamnya. Settap sazat saham
perseroan dapat dialihkan kepada siapapun jugs menurut ketentuan
yang diatur dalam anggaran dasar dan undang-undang yang belaku
pada saat terfenty;

5. keberadasnnys tidak dibatasi jangks wakiunya dan tidak lagi
dihubungkan dengan eksistens: dasi pemegang sahamnya;

6. pertanggungjawabannya yang mutlek terbatas, selama dan sepanjang
para pengurusnya (direkst), dewan komisaris danfatau pemegang
saham tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang boleh
dilakukan, "

Ciri-ciri perseroan ini merupakan faktor pembeda dengan badan hukum
vang lain. Meskipun cir-cirl perseroan ini dari waktu ke walte selaln
berkembang sesusi dengan perkembangan masyrakat. Oleh karcnanya negara
(melahs perangkatnya, vaitu lembaga Legislatif) selale dituntut untuk membuat
sturan-aturan yang mengikuti pekembangan masyarakat. Sehingga hukum dapat
mengimbangi kebutuhan masyarakat, terutama dibidang ekonomi dan bisnis,

B. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum dengan Tanggung Jawab
yang Terbatag

Perscroan  terbatas memiliki  cirfi  yang  sangat khas, vyaitu
pertanggungjawaban vang mutlak terbatas, yaito terbatas hanya pada saham yang
ditanamkan oleh pihak-pihak, Keceali, apsbila perilesku para pengunsnya
{direksi), dewan konisaris dan/ateu pemegang saham, telah melakukan
pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Artinya bahwa ‘Gireksi

* Thid. hat, 11-12,
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{pengurus), komisaris dan/atau pemepang sahars, hanya melakukan tindakan-
tindakan yang dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan, Apabila perilaku
direks) (pengurug}, komisaris dan/atau pemegang saham, meiampazﬁ kewenangan
yang diberikan oleh peraturan perundang-undangzn, termasuk didalamnya
melanggar keientuan ientang prinsip-prinsip pengelolaan perusabaan yang baik
{good corporate governante), sehingga dapat merogikan perusahaan, maka
pertanggng jawaban dapat dilimpabkan hingga kepada yvang bersangkutan secara
pribadi. Agar pembahasan tentang tanggung jawab pengurus {direksi), komisarig
dan pemegang saham ini semakin terfokus, maka Pepulis hanya akan membatasi
pembahasan tesis ini pada tazzggung jawab direksi sebagai pengurus perusahaan.

Begitu luasnys kewenangan dan tangpung jawab direksi, sehingga sepala
kegiatan dan pengurusan organisasi perseroan adalah menjadi kewenangan dao
tanggung jawab penuh direksi. Hingga kewenangan dan tanggung jewab untuk
bertindak baik di dalam maupon di luar pengadilan, sejaub untuk tejuan perseroan
dan unfuk menawskili perserozn, adsizh menjadl kewenangan dan tanggung
- jawals direksi. Hal mi sesual dengan ketentuan Undang-undang Nomor 40, Tahun
2007, tentang Persercan Terbatas, yang menyatakan:

“Iyirekst adalah Organ Perseroan yang berwenang dan berfanggung jawab
penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesual dengan
maksud dan tujuan Persercan seria mewakili Perseroan, batk di dalam mavpun
di fuar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

Jelas dirumuskan dalam pasal tersebui di atas, bahwa batasan tanggung
jawab direksi adalah sejauh pada kepentingan perseroan, artinya pengurusan
perseroan atau kegiatan perseroan tidak boleh berdasarkan pada kepentingan
pribadl dan pihak-pihak tertentu di Juar organ perseroan. Apabila bal ini
dileknkan, maka direks: dianggap fela melampaui kewenangan Aldbat
hukumnya adalah harus mempertanggungjawabkan hingga harta kekayaan
pribadi.

* Undang-ndang Republik Tadonesia Nomor 40 Tahun 2007, Op. Cit, Pasal 1 Ayat (5)
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Pertanggungjawaban direksi adalah mulai sejek diangkatnya direksi atau
sejak  direksi tersebut menjabat sebagai direksi, hingga berakhirnya atan
tiia.klﬁrinyé masa jabatan direks) sesuat dengan hasil keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham. Dalam hal perusshaan baru didirikan dan belum mendapatkan
status hukum, namun perusahaan fersebut secara de focfo dibaruskan untuk
melakukan kegiatannya, termasuk kegiatan untuk mempersiapkan pendirian
perseroan, maka pertanggungjawaban afas kegiatan-kegistan perseroan itu adalah
menjadi tanggung jawab secara tanggung renteng oleh semua direksi, sermua
pendiri dan gemua dewan komisaris.™® Hal ini karena Perseroan, secara hukum
baru secara syah memiliki status hukum, apabila Menteri Kehakiman telah
menerbitkan Surst Keputusan Menteri tentang peagesahan badan hukum

perseroan terssbut.®

Pertanggungjawaban sehagaimana dimaksud di atas skan beralih demi
hukurn dan menjadi pertanggungjawaban perseroan, apabila dalam Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) yang diadakan pertama kali bagi perseroan itu secara
tegas menyatzkan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban vang
gmbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendirinya ataw
kuasatz}rzi?2 Dengan gyarat, bahwa RUPS tersebut diadakan selambat-lambatnya
60 (enam puluh) hari, setelah perseroan tersebut memperoleh status badan hukum
dan RUPS tersebut dibaditi oleh pemegang saham yang mewakili semua sabam
dengan hak svara dan keputusan disetujui dengan suara bulat. Apabila kedua
syarat tersebut tidak dipenult, maka sefiap calon pendin yang melakukan
perbuatan hukum tersebut, masing-masing bertanggung jawab secara pribadi, dan
akibat hukum atag perbuatan tersebut (meskipun atas nama perseroan), tidakiah

mengikat perseroan.®

Perserinjuan dalam RUPS tfersebut tidak diperlukan, apabila ketika
perbuatan atau kegiatan tersebut dilakukan, telah mendapatkan persetujuan secara

¥ Thid, Pasal 14 Ayat (1), .
* Ybid, Pasal 7 Ayat ¢4).

5 Ibid, Pasal 13 Ayat {1)

® Thid, Pasal 14 Ayat (2), Jo. Penjelasan
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tertulis oleh semua calon pendiri® Hal ini adalah sangat masuk akal, karena
sudsh selayaknya, apabila Persercan hanye mempertanggungjawabkan setelah
kelahiran perseroan  ini,  Astinya  bahwa perseroan tidak  dimintakan
pertanggungjawaban sebelum kelahirannya, meskipun kegiatan atan perbuatan ita
untuk mempersiapkan kelghiran perseroan tersebut. Schingga segala perbuatan
yang dilaknkan dalam rangka kelabirannya adalah menjadi tanggung jawsb calon
pendirinya saja. Hal ini diperkuat juga atas alasan, bahwa apabila permohonan
untuk mendapatkan Keputusan Menteri atas perseroan tersebut pada akhimya
ditolak atau tidak dikabulkan, maka pertanggung fawaban atas segala bisya dan
hal lain, haruslab dibebankan pada calon pendin perseroan tersebut secara

tanggung reateng.

Pada saat perseroan yang iclah mendapatkan Keputusan Menteri
Kehakiman, sehingsa badan hulum perseroan telah ade dan perseroan telah
berdiri, maka pertanggungjawaban atas pengurusan kegiatan perseroan adalah ada
ditangan direksi persercan, serta dewan komisaris sebagal pengawas umum
dan/atay klmsus sesuai dengan anggaran dasar, sekaligus sebagai penasihat
direksi.*

Tugas dan wewenang direkst, termasuk pesmbagian tugas {apabila direksi
perusahaan lebih dari 1 orang) difetapkan dalam RUPS. Sehingga dalam hal int
jetas RUPS merupakan penunjuk arah kebijakan perseroan sckaligus sebagai
acusn dasar tugas dari dirgksi. Sesuai dengan ketentuan Undang«-w‘;%iang, tugas
direksi adalah menjalankan pengurusan perseroan uniuk kepentingan perseroan
dan sesuai dengan maksud dan  tujuan p&rsaman,aﬁ Sedaogkan dalam
penjelasannya  disebutkan, bahwa lketentusn tersebut adalah  bermaksud
memberikan tugas kepada direksi vatuk melakokan pengurusan perseroan,
diantaranya adalabh penpurusan kegiatan perseroan dalam sehari-harinya. Dalam
melaksanakan kepengurusan, direksi harus mempertimbangkan secara bijak yang

¥ Thid, Pasal 13 Avat (5) ,
¥ Yoid, Pasal 1 Ayat (5) dan {Ayat 6).

5 mig, Pasal 92 Avat (1) Jo. Pasal 97 Ayat (3).
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dipandang tepat oleh direksi, sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh
Undang-undang, serta anggaran dasar perseroan. Kebijakan adalah tepat apabila
mempertimbangkan ketentuan-ketentuan sesuai dengan keahlian, peluang yang
tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.

Resiko yang merupakan bentuk dari tanggung jawsab direksi, apabila tidak
melaksanakan kepengurusan perseroan tersebut di atas secara benar yang
dilandasi dengan itiked baik dan peouh tanggung jawab, sehingga direksi
melakukan kesalahan atan kelalalen sdalah  tanggung jawab secara pribadi
kepada direksi. Apabila direksi lebih dari 1 orang, maka pertanggunpjawaban
peribadi dibebankan secars tanggung renteng kepada masing-masing direksi.

Direks: akan dibebaskan dari tanggong jawab pribadi, baik secara sendiri-
sendiri maupun secara tanggung renteng, apabila dapat dibuktikan bahwa
a. kerugian terscbut bukan karena kesalshan atau kelalaiannva;

b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian

untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan fujuan Perseroan;

c. tidak mempunyat bentursn kepentingan baik langsung maupun tidak

langsung atas tindakan pengurnsan yang mengakibatkan kerugian; dan

d, telah mengambil tindakan untuk mencegab timbul atau berlanjuinya
kerugian tersebul.

Perjelasan : Yang dimaksud dengan "mengambil tindakan untuk
mencegah timbul atau berlanjuinya kerugian® termasuk juga langkah-
langkah untuk memperoleh informasi mengenat tindakan pengurusan
yang dapat mengakibatkan kerugian, antara lain melalui forum rapat
Direlesi, h
Pemeriksaan atas adanya unsur kesalahan atau kelalaian yang dilakukan
oleh direksi dalam mengurus perscroan, sehingga direksi dapat dibebaskan dari
tanggung jewab scbagaimana tersebut di atas, menurnt Penjelasan Pagal 97 Ayat
(6) adalah melalui proses pembuktian peradilan.
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Namun demikian, pertanggungiawaban oleh direksi ini dapat dialihkan
kepada pihak lzin, yaitu lembaga pengawas dan penasihat direksi perseroan, yang
oleh Undang-undang Persercan Terbatas telah dibabaakazz kepada Dewan
Komigaris. Dengan demikian dapat menyeret dewan komasaris perseroan uniuk
mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya tersebut. Sehinggas dewszn
komisaris pupr dapat pula diperiksa dalam proses peradilan, untuk membukiikan
tingkat kesalahan atau kelalsiannya yang mengakibatkan kerugian pada
perseroan,”™ Apalagh, apabila dapat dibuktikan bahwa kerugian yang terjadi,
adalah atas saran atzu atzs sepengetabuan dewan direksi, maka demi hukum
fangpung jawab ini  akan beralih dari direkst kepads dewan kdmisaris, ataun
sekurang-kurangnya akan menyeret dewan komisaris sebagai pihak yang turut
menanggung kerugian perseroan. Namun demikian, apabila dapat dibuktikan oleh

Dewan Komsaris bahwa dewan komagaris;

a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kebati-hatian
untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan

Perseroan;

b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak
langsung atas tindakan pengurusan Direks! yang mengakibatkan
kerugian; dan

¢. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau
berlanjutnya kerugian tersebut,

maka unsur kesalahan atau kelalajan akan berbalik kepada Direksi selaku

pengurs atan pelaksana operasional perseroan.

Pertangpungjasvaban dircksi dan/atau Dewan Komasaris atas kesalahan
atan kelslaslannya dalam melaksanakan masing-masing fungsi dan tugasnya
tergsebut, tidak haaya terbatas pada kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan
kerugian bagi perscroan, akan tetapi hingga menyebabkan pailitnya perscroan.®

% tbid., Pasal 114 Ayat (2) dan Ayat (3) Jo. Penjolasan Avat (3).

%8 Thid,, Pasaf 115 Ayat (13 dan Ayat (2),

Lniversites indonesiya

Tanggung Jawab..., Agus Rudijanto, FH Ul, 2009



Berbeda antara tangeung jawab direkst dengan tangpung jawab dewan
komisaris perseroan, maka berbeda pula dengan pertanggungjawaban yang
dibebankan kepada pemepang saham, karepa pemegang sahan tidak memiliki
kewajiban yang bersifat aktif di perseroan. Hal int mengingat, karena dalam teori
hukum yang dianut dalam Hukum Perseroan yang diterapkan dalars Undang-
undang No. 40 Tahun 2007, menganut teori pemisahan kekuasaan atay pemisahan
kewenangan, antara pemegang saham, dewan komisaris, maupun dengan direksi.
Hal ini adalzh berdasarkan beberapa ketentuan yang dimuat dalam Undang -
undang Nomer 40 Tahun 2007, misalnya:

1. Pasal 1 Ayat (2), yang menyatakan:

“(rgan Perseroan adalah Rapat Umum Pemepang Saham, Direksi, dan
Dewan Komisaris.”

Pengertian vang dibertkan oleh ayat ini adalsh cukup jelas adanya
pemisahan kewenangan atav pemisahan kekuasaan atas setizp organ
vang dimiliki oleh perseroan, yang meliputi: A

1. Rapat Umum Femegang Saham;

2. Direkst; dan,

3. Dewan Komisaris.
Khusus terhadap Pemegang Saham, baru dianggap sebagai organ
perseroan, apabila berada dalam svatu forum rapat pemegang saham
dant Rapat Umum Pemsgang Saham tersebut harus memenubi kuoram
vang ditentukan, Apabilza ketentuan ini tidak terpemubi, maka
pemegang saham tidak dapst memiliki kekuasaan atas kewenapgan
apa~apa ferhadap Perseroan. Dasar hukum vang sama juga dapat
dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (4) di bawah ini.

2, Pasal 1 Ayat (4}, yang menyatakan:

“Rapat Umum Pemegang Seham, yang selanjuimya disebut RUPS,
adalah Organ Persercan yang mempunyal wewenang yang tidak
diberikan kepada Direksi atan Dewan Komigars dalam batas yang
ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.” )

3. Pasal 3 Ayat (1}, yang menyatakan:
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® Pemegang saham Perseroan tidak bertangsung jawab secara pribadi
atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung

jawab atas kerugian Perseroan melebihi sabam yang dimiliki,”

Pada ayat inilah, prinsip-prinsip -pertanggungjawaban “terbatas” pada
Perseroan Terbatas secara tegas disebutkan, Hal ini didukung oleh
penafsiran stipuiatif sebagaimana yang tercanfum dalam Penjelasan
Undang-undang tersebut, yang menyatakan:

“Ketentoan dalam avat int mempertegas ciri Persesoan babwa
pemegang seham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas
seluruh szham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan
pribadinya”

Ketentan ientang prinsip-prinsip penangungjawaban terbatas pada

perseroan terbatas ini, gugur apabila dapat dibuktikan, bahwa:

a.

.

Sehingga apabila dicermati lebih mendalam, maka hak yang dimiliki qleh ™

parsyaratan Perseroan sebagai badan hukom belunm atau tidak
terpenuhi;

pemegang ssham yaog bersangkutan baik langsung maupun tidak
langsung dengan itikad buwmik memanfaatkan Perseroan untuk
kepentingan pribadi;

pemegang sasham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan
hukum yang dilakukan oleh Persercan; atau

pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tddak
langsung secars melawan bukum raenggunakan kekayaan Persercan,
vang mensakibatkan kekayaan Persercan menjadi tidak cukvp untuk
meiunasi utang Perseroan.

terjadi pencampuran harta kekayaan pribadi pemegang sabam dan
harta kekaynan Perseroan sehingga Perseroan didirikan semata-mata
sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untok memenuhi
tujuan pnbadinya. |

pemegang saham adalah meliputi:

“1. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
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2. menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil Likuvidasi; dan,
3. menialanksn hak lainnya berdasarkan undaog-andang,

dengan ketentuan, apabilasaham telah dicatat dalam daflar pemegang
ssham atas nama pemiliknya, inipun dikecualikan terhadap sabam jenis
tm&m}:ﬂ?

(.. Batag-batas Tanggung Jawab Dircksi dan Hapusnya Tanggung Jawab
Direksi Perseroan Terbatas dalam Pembuatan dan Pelaksanaan
Perjanjian Kerja Wakta Tertenta

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwsa tugas dan kewenangan direksi
adalah berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan persercan untuk
kepentingan Perseroan, sesusi dengsn maksud dan tujuan Perseroan seria
mewakili Perseroan, baik di dalam mauvpun di luar pengadilan sesual dengan
ketentuan anggaran dasar. Namuxn secara tekonis tugas direksi akan diterfemabkan
dalam kebijakan pemegang saham yvang dibuat dalam RUPS. Qleh karena direkss
memiliki kewenangan penub terhadap pengurpsan perseroan, maka selurub
kendali atag pengelolaan perseroan adalah ada  ditangan  direkst dan
dipertanggungjawabkan oleh direksi kepada pemegang saham dalam sebugh
Rapat Umum Pemegang Sgham (RUPS).

Apabila dicermat] Iebih mendalarm, dalsm Undasg-undang No 40 Tabun
2007, tientang Perseroan Terbatas, bahwa pembeniuk undang-undang
mengharuskan kepada direksi agar melakokan pengelolaan perseroan dengan
iktikad baik, dengan penub kehati-hatian dan rasa tanggung jawab *® Prinsip-
prinsip pengelolaan perseroan ysrng baik (good corporate governance), adalsh
sebuah prinsip korporasi yang sehat, vang perlu diterapkan dalam pengelolasn

RN

&
¥

% jamin Ginting, Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahur 2007), PT Citra Aditya Baks,
Basdung 2007, Hal. 74 - 75,

% pasal %7 Ayat (2) Op. Cit.
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perusahaan, yang dilaksanskan semata-mata demi menjaga kepentingan

perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perosabaan.”

Prinsip korporasi yang sehat adalah adanya keseimbangan hubungan
antara organ persercan, sharsholders dan stekeholders; pembagian tugas,
kewenangan dan tanggung jawab vang jelas di antara organ persercan sesuai
dengan struktur perseroan; mekanisme kerja RUPS yang sesuai dengan Undang-
Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Persercan; pengurus perseroan
vang mepgimplementasikan  good corporafe governance berdagarkan prinsip-
prinsip Transparensy, fairness, aecountability dan responcibility yang merupakan
suatu proses berkesinambungan.”® Prinsip-prinsip good corporate goverrmce
adalah meliput] :

1. Tangegung jawab (responcibility);
Inti dari prinsip tanggung jawab adalah baiws selain bertanggung jawab
untuk menjalankan perusahaan kepada pemegang saham, direksi dan
komisaris serta jajarannya, juga bertanggung jawab kepada stekeholders
fainnya, tenmasuk karyawan dan masyarakat. Perusahaan memiliki
tangoung jawab untuk mematuhi hokum dan ketentuan/peraturan yang
berlaku, termaguk tanggap linglungan terapat perusahaan borada.

2. Akuntabilitas { accountability),

Inti dari prinsip akuntabilitas adalah bahwa terciptanya  sistem
pengendalign yang efekiif didasarkan pada distribusi dan keseimbangan
kekuasaan diantara apggota direksi, pemegang saham komisaris, dan

pengawas, Para komisaris, direksi dan jsjaramnya wajib  memiliki

* pasal 2, Keputusan Menteri Negara / Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembingan Badan
Usahg Milik Negara, Nomor | Kep-023/M-PM. PEUMN/2000, teniong Pengembangan Prakick
Good Cerporate Governance dalam Pernsahesn Persero (PERSERQO), dalam Misahardi Wilimaria,
Hak Pomegang Szham TMinoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance, Katalog Dalam
Ferbitan, Program Pascssarjana Fakultas Hakum Universiias Indonesta, Cet 1. Jakane 2002, Hal
35, T

¥ Misahardi Wilamana, Hak Pemegeng Ssham TMinoritas Dalam Rangks Good Corporate
Governance, Katzlog Dalam Terblian, Program Pascasarfana Fakultae Hukum Universifas
Indonesia, Cet 1. Iakarta 2002, Hal, 35 - 36,
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kemampuan dan integritas untuk menjalankan usaba sesuai dengan aturan
dan kefentuan yang berlaku,

3. Keadilan (fairnessy;

inoti dari prinsip keadilan adalah bahwa setiap putusan yang diambil
senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang ssham  mayorites.
Dengan kata lain, memberikan perlindungas kepada pemegang saham
minoritas dan swkeholders lainnya dari rekayasa dan transaksi yang
bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

4. TYrangparansi (Transparensy).

Inti dari prinsip transparensi adalabh meningkathan keterbukaan dari
kinerja perusabzan secars teratur, tepat wakiu, dan benar. Dalam
vengambilan putusan, direksi dan dewan komisaris senantiasa berupays
mengetengahkan keterbukaan kepada stakeholders™
Sefiap direkst sudab sepatutnya meperapkan prinsip-prinsip good
corporate governonce  dalam melaksanakan tugas-tugas di perseroan. Secara
umum tugas-tugas direksi antara lain adalah:
a. melakukan pendaftaran dan penpumuman setelah akta pendican
mendapatkan pengesaban oleh Menteri Kehakiman.
b. Melakukan pengurusan perseroan wuntuk kepentingan dan tujuan
perseroan.
Mewakili perseroan 61 datam dan di luar pengadilan.
Membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham, Risalah RUPS, dan
Risalah rapat direksi.
Menyelenggarakan pembukuan perserosn,
Memberi  jzin  kepada ) pemegang ssham  untuk  memeriksa dan
memdapatkan  salinan  Daftar Pemegang Sgham | risalgh  dan
pembukuandengan permohonan tertulis pemegang saham,

* Sudarvat, Legal Officer, Qase Media, Cet !, Bandung 2008, Hal. 61 - 62,
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g. Melaporkan kepada perseroan tentang kepemilikan sahamnya dan/stau
keluarganya (istri/suami dan apak-anaknya pada perseroan tersebut dan

perseroan lain,*

Jadi tugas direksi berdasar undang.undang Perseroan Terbatas, meliputi 2 hal:
1. Tugss vang bersifat representasi;
2. Tugas kepengurosan/manajemen.
Yang dimaksud dengan tugas repersentasi adalab tugas dari direksi
untuk mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Tugas mewakili perseroan di luar pengadilan adalah seperti mewakili
perseroan dalam mele deal atau transaksi bisnis dengan pihak
ketiga, Tugas mewakill perseroan di dalam afau di luar penpadilan dapat
difakukan dengan ¢ara-carg sebagai berikut:
1. dilakukan sendiri.
2. dilakukan oleh pegawainya yvang ditunjuk untuk itu.
3. dilakukan oleh komisaris jika direksi berhalangan, sesuai
ketentuan Anggaran Dasar perseroan,
4, ditakukan oleh pihak ketiga sebapai agen dari perseripan >
Tugas representasi di dalam pengadilan dilakukan dalam posisi sebagai
berikut:
Perseroan sebagat penggugat di pengadilan.
Perseroan sebagal tergugat di pengadilan.
Perseroan scbagal pomohon di pengadilan
Perseroan sebapgal termobon di pengadilan.
Perseroan sebagai pengadu/pelapor untuk kasus pidana.

@M B WM e

Perseroan sebagai teradu/teriapor untuk kasus pidana.

Tugas-tugas ini diperintahkan dari:
1. doktrin dan kaidah bukum perseroan yang berlaku secara universal,

# C.87T. Kansil, dan Christing 8.7, Kansil, Se&akBeIuk?emT&ﬁat&stmﬁUnﬁmg
undang No. 40 Tahmn 2007, Rincke Cipla, Cot. Pertama, Tzkarta, 2009, Hal. 14 :

% Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Bara, Citra Aditya Rakti, Bandung, 2003, Hal 58 -
59
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2. peraturan perundlang-undangan yang berlaku.

3. anggaran dasar perseroan.

4, kebiasaan dalam prakiek untuk perseroan yang sejenis.

Terhadap fugas-tugas ini, direksi harus melakukan secara baik dan
benar, apabila tidak, maka direksi dapat diperealahkan jika terjadi 3 (figa)
kategori sehagai berilai:

1. tidak

metakukan yang seharusaya oleh peratursn  perundang-

uadangan,

2. melakukas apa yang dilarang oleh persturan perandang-undangan,
3. melakukan secara tidak sempurna, vakni fidak seperti yaog
dipersyaratkan oleh peratusan pernedang-undangan

Apabila tupas repersentatif direksi adalah tugas direksi dalam rangka

memypresentasikkan perserorannya ke luar organisast perseroan. Maka fugas
kepenpurusan/manajerial adalah  tugss-tugas vang berwujud  dalam

kewajiban-kewajiban yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku beserta anggaran dasar perseroan, schingga antara

perusahaan yang satu dengan vang lain sangat mungkin berbeda, Beberapa

tugas kepengurusan /manajerial tersebut, diantaranya adalah:

1.

menentukan dan  mevwajudkan filosofis, visi dan  misi
perseroan.

memastikan bahwa ketentuan dalam anggaran dasar perseroan
telah dipenuhi,

memastikan babwa ketentuan dalam perundang-ondangan yang
berlaky telah dipenuhi.

memasttkan  bahwa semma  perhitungan keuangan dan
pembukuan telah sesuat dengan prinsip-pringip akuntansi yang
berlaku,

5. memperhatikan kepentingan karyawan,

memperhatikan kepentingan pemegang sahan; (mayoritas dan
minoritas). o
memperhatikan  kepentingan  stakeholder lainnya, seperti
kreditor, investor dan masyarakat.
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8. selalu memonitor perketnbangan perseroan.

9. melakukan disclosure terhadap kepentingan yang potensial

bertentangan dengan kepentingan perorangan.

10. kewajiban meminta izin dan melakukan disclosure terhadap
tindakan-tindekan perseroan tertentu. Izin dan disclosure
tersebut dilakukan terhadap beberaps institusi, bergantung
kegiatan perseroan apa yanga akan dimintakan jzin atau di
disclosure. Yakni dilakukan terbadap institﬁsiainsﬁtusi sebagai
berikut;

a
b
C.
d
€.
f.
g

h.

Maernterl Kehakiman,

. Berita Negara

Daftar Perusahaan,

. Bapepam, bagi perusahaan terbuka,

Bursa Efek bagi perusahaan terbuka yang listing.
Surat-surat kabat anfuk kegiatan tertentu,
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Komigaris.

11. kewajiban memelihara dokumen perusahaan,

12. kewajiban memelihara pembukuan persercan, termasuk

membuat nersca.

13. pengisuan saham baru atas rekomendasi dart RUPS.

14 penzangkatan akuntan atau akuntan publik bagi perusahaan
terbuka.

15. pengangkstan dan pemberhentian pegawai perusahaan.

16. penentuan dan pembayaran gaji-gaji dan ongkos-ongkos.”™

Direksi dalam melaksanakan togas-tugasnya dapat dibantu oleh pegawai-

pegawainya, sebab apabila tidak, maka perseroan sebagai suatu organisasi tidak

akan berjalan efekiif dan efisien, apabila orgauisast itu dikelola atau diurus sendiri

olsh pimpinannya. Babkan mustahil akan bisa mencapai tujuan yang diharapkan.

Hal ini disebsbkan organisasi adalah merupakan sisiein yang memang seharuspya

% bid. hal. 6162
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memiliki bagian-bagian atau sub-sub sistem, yang masing-masing bagian atau
sub-sub sistemn memilikd fugas dan ﬁmgsi sendiri-sendiri guna menyokong fungsi
utama dari sisters tersebut, agar twjuan dari dibentuknya sistem tersebut dapat
tercapai secara maksimal. Sama halnya dengan persercan yang juga merupakan
organisast yang memiliki tujuan tertenmy, maka dalam pengelolaan atau
pengurusannya, maka perlu adanys sub-sub sistem atan bagian-bagian yang
berfungsi membaniu tugas dan direksi sebagai pengelola atau pengurus utama.
Berdasarkan Pasal 103 Undang-undang Perseroan Terbatas, dinyatakan, bahwa:
“Dircksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu} orang karyawan

Perseroan atau lebib atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan

melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang divraiken dalam

surat kuasa.”
Apabila dicermati, pada Penjclasaniya, yang menvatakan “Yang dimaksud
"kuasa" adalah kuasa khusus untuk perbuatan tertentu sebagaimana disebutkan
dalam surat kuasa”. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa sebagai mana sifat
sebuah surat kuasa khusus, adalah kuass itu diberikan oleh pemberi kuasa kepada
penerima kuasa hanya sebatas pada perbuatas-perbuatan khusus sebagaimana
yang disebutkan dalamn surat kuasa. Artinya bahwa pendelegasian tugas direksi,
sekecil apapun adalah harmes didasarkan pada pola administrasi, dan kontrol yang
baik dar: dan oleh dircksi, karena direksilah penanggung jawab sctiap kegiaten
persero. Demikianlah tugas-tugas direksi yang sifataya bisa dilaksanakn terlebih
dahulu Q{eh direksi,‘ dan bams dipertanggungjawabkan dalam RUPS. Surat Kuasa
disyaratkan harus terfulis, karena dalam Pasal 103, dinyatskan adanya Surat
Kuasa. Sependat dengan itu adalah Jamin Ginting, dalam bukunya yang berjudul,
“Hukuns Perseroan Terbatas (UU NO. 40 Tahun 2007}, halaman 127 menyatakan,
bahwa:

“ Pemberian kuasa berdasarkan isi dari surat kuasa di luar sehingga kuasa

harus bersifat khusvs, vaitu melakukan tindakan hukem fertentu, tidak

dapat melakukan semua tugas vang menjadi tugas direksi, kecuali diatur

tain dan dengan persetuiuan RUPS.” .

Masth terdapat 2 jenis tindakan direksi yang harus mendapatkan
persetujuan RUPS, sebelum tindakan ity dilakukan oleh direksi, diantaranya:
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1. tindakan mengalihkan atau menjaminkan seluruh atau sebagian besar
aget perusahaan.”’

penggabungan atay peleburan perseroan **
pembubaran dan likuidasi.”

perubahan anggaran dasar.'®

pembelian kembali saham, ™
penambahan modal. '*

pengurangan modal"®
pengangkatan direksi. 104
pemberhentian direksi.”>

10. pengangkatan komisarig,"*
107

A A U o I S

11. pemberhentiszn komisaris

Setelah dijelaskan di atas tentang batas-batas tanggung jawab ferbatus
direksi, maka beberapa hal yang perlu digarisbawshi di sint adaleh, agar antara
pemegang saham, direlesi dan/atau dewan komisaris, dapat dilindungi oleh sifat
pertanggungiawabannya vang terbatas, maka mercks harus menjalankan aten
melaksanakan tugas-tugasaya dengan berpedoman:

1. Good Corporate Geovernance, sebaga: pedoman aplikatif pengelolaan
perseroan, schingge  prinsip-prinsip  framsparensy,  fairness,
accountability dan responcibifity dapat implemontatif disetiap sendi

kehidupan perseroan.

% G Cit Pasal 102 Avat {1) Jo. Ponjelasan.
* mid. Pasal 125 UU PT.

* Ibid. Pasal 142 UUPT.

8 1hid Pasal 19 UUPT.

1 Thid Pasal 38 UUPT.

2 id Pasat 41 UUPT

% Thict Pasal 44 UUJPT

19% %id Pasat 94 GUFT <
*%% Ihid Pasal 101 UUPT

Y% thid Pasal 111 DUPT

7 Thid Pasal 111 Jo, Pasal 105 UUPT
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2. Melaksanakan segala kewajiban, baik yang diperintabkan oleh
Peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar perseroan, maupun
putusan RUPS. Seriz menghindari setiap yang dilarang, baik yang
dilarang olek Peratyran perundang-undangan, Anggaran Dasar
perseroan, maupun putnsan RUPS.

3. Tidak mencampuradukkan harta kekayaan pribadi dengan harta
kekayaan perseroan, serta fidak memakai harta kekayaan perseroan
untuk kepentingan pribadi, serta tidek mengambil keuntungan pribadi
dengan mempergunakan harta kekayaan danfatau fasilitas yang
diberikan oleh perseroan,

4. Memperlakukan perseroan secara profesional, yaitu menganggap
perseroan sebagai individa yang patut diperfakukan secara profesional.
Sehingga menyepelekan tugas tidaklah mungkin terjadi.

Dengan demikian apabiia dikaitkan dengan batas-bates tangeung jawab
direksi dalam pembuatan dan pelaksanaan PKWT, maka adalah jelas bahwa untuk
mengangkat pegawai hemuslah tetep dibuat PKWT secara tertulis. PKWT ini
seharusnya adalah ditandatangani oleh Pengusaha dalam hal ini adalah Direksi
untuk dan atas nama perseroan.'™ Namun oleh karena kewenangan direksi untuk
menandatangani PKWT i termasuk kewenangan yang dapat dialihkan berdasaer
Pasal 103 {indang-undang Persercan Terbatas, maka kewenangan tanda tangan
terhadap PKWT ini dapat dialihkan kepaad Kepala Depariemen HRD, yaitu

dengan cara:

1. Memberikan Surat Kuasa Khusus untuk penandatanganan PKWT. Kuasa
ini apsbila perlu dilengkapi dengan kuasa substitusi sekali lagi kepada
ievel di bawah Kepala Departemen HRD, sehingge apsbila Kepala
Departemen HRD in gerhalangm atau untuk pegawal level tertenty,
penandatanganan PKWT dapat dilakukan oleh Penerima Kuasa Substitusi;

atan,

% Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Takun 2003 Op.cit, Pasal 50.
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2. Dalam hal Kuasa iu tidak dibuat, make Direksi persroan dapat
menetapkan Jobs Desk Kepala Departemen HRI» diantaranya berist
pemberian kewenanagan kepada Kepala Departcmen HRD  untuk
menandatangant PKWT atas nama Direksi Perseroan. Surat Keputusan mi

harus dibuat dan ditandatangani oleh Direksi Perseroan,

Pengalihan kewenangan ini masih perlu Hidakan pengawssan oleh direksi,
sehingga direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab pribadi, karena dianggap
telah beriktikad baik dan penuh berfanggung jawab dalam tugasnnya'®,

* {indang-Undang No. 40 Tahun 2067, Op.Cit, Fasal 97 Ayat (2), (3) dan Ayat (5) .
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BAB 4

TUS CONSTITUENDUM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
DI MASA MENDATANG

A. Fenomens Penegakkan Hukum dj Indanesia

Perlunya kesadaran dari semua pihak, baik legisiatif, eksekufif, maupun
oleh yudikatif, bahwa perkembangan laju pertumbuhan sosial dan ekonomi,
kurang diimbangi olek pembangunan sisters bukum yang memadai, baik dari segt
infrastruktumys, maupun sumberdaya manusianys. Ketimpangan dalam dunia
praktis sangat jauh dibanding dengan dunia keilmuan {teori). Seakan-akan
masing-masing memiliki dunia sendiri-sendiri. Teori hukum yang tidak
implementatif, begitu juge prakick bukumaya seringkali tidak ilmmab. Demikian
pula dengan sumberdaya manusianya, pengetabuan dasar hukum terabaikan,
tetapi pengetahuan ilmiahnya juga tidak matang.  Akibatnya, jalannya sistem
hokum dalam grand design ketatanegaraan tidak dapat sempurna. Masalah
{entang tiga pilar tujuan hukurm, ysitu keadilan, kepastian bukum dan
kemanfaatan hukum saja, sampai saat Tesis int disusun pun, masih menjadi topik
diskusi, Sebuah topik yang sangat sederhana, tetapi fidak pernah tuntas dibahas.
Artinya hal ito belum final. Padahal dibanyak negara, topik itu sudah final,

Antar penegek bulum, hakim, jaksa, kepolisian dap advokat, tidak pernah
satu bahasa, apabila membahas satu masalah yang sama. Dalam kasus yang sama
sekalipun, tetapi terjadi di lain tempat yang yurisdiksinya berbeds atay teradi
dilain waktu (padabal peraturan perundang-undangan belum ada perubahan),
maka putusan pengadilan bisa berbeda. Apabila ada ketentnan hukum yang jelas-
jelas kontra produktif dengan rasa keadilan dimasysrakat atau bertentangan
dengan perkembangan keadaan, maka ada beberapa hakim yang Iebih
mcnguzam;ii‘aa kepastian hukum dari pada keadilan itu sendiri. Inilah kepastian
hukum yang terjadi di Indonesia Inilah contoh kecil gambaran wajah sistem
hukum di Indonesia.
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Pembangunan sistem hukum di Indonesia sudah sangat mendesak.
Pembangunan sistem hukum j;;azzg dibarapkan bersumber pada kristalisasi nilai
yang berkembang dimasyarskat, namun tetap scbagal bukum yang dapat
menyokong kepentingan pembangunan nasional (hukum sebagal instrument
politis untuk perubahan masyarakat). Bukan lagi hukum yang lebib menitik
beratkan sektor politik semata,

Hukum sebagai kristalisasi nilai yang hidup dimasyarakat, mensyaratkan

pembentukan hukum benar-benar sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga

substansi hukum positif (dalam arti peraturan perundang-undangan yang berlaku)
benar-benar diangkat dari nilai-pilai yang hidup dimasyarakat. Artinya bahwa
bukum tertulis merupakan hasil pencatatan secara sistematis dari hokoum yang ada
dan berlaku dimasyarakat.

Berbeda halnya dengas hukum yang merupskan instrument politis.
Hukum yang demikian lebil merupakan alat (instrument) penguasa stau pihak-
pihak yang berkepentingan lainnya. Masyarakat lebih merupakan obyek saja.
Hukum yang demikian biasanya tidak implementatif; dan tidak jarang pula yvang
ditolak oleh magvarakat.

Kebijakan pembangunan sistem hukum nasional yang selama ini
dilakukan oleh pemerintab, sudah saatnys untuk diubab. Kondisi secars umum
perkembangan hukum saat ini menunjukkan perkembangan yang koatroversi. Di
satu sisi permbingan aparatur (SDM), serana dan prasaranma hukum cukup
menunjukkan peniogkatan. Namun di pithek lain, perkembangan tersebut tidak
diimbangi secara memadai dengan peningkatan integritas moral dan

profesionalitas aparat penegak hukumnya. i

Kebijakan pembangunan hukum nasional harus dimulai dan bertitik tolak
dari konstitusi, dan menjunjung tinggi supremasi hukum secara riel, dengan
mengerahkan segals potensi dan kemgmpuan sumberdays (baik sumberdaya

=
¥

"% vyeril Thza Mahendrz, “Kebijokan dan Stralegi Pembangunan Hukum Nasiowal”, dalam
(agasan dan Pemikitan teniang Pembalarsan Hulkum Nasional, Tim Pakar HukumDepariemen
Kehakiman Dan HAM RI, PT Deltacitea Grafindo, Cet. Kedua, Jakarta, 2002, hal 116,
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manusia, reaupun dukungan infrastruktur) yang ada, serta tetap memperhitungkan
~ segala kendala yang mempengaruhi (sebagai bentuk introspeksi), baik dalam
skala nasional, regional manpun global. Berdasarkan kebijakan vang demikian,
maka diperlukan adanya penyamaan langksh terhadap segala potensi, guna
mendulung pembangunan hukem, serta guna menjaga berbagai produk hukum
yang dilahirkan agar tetap berada dalam kesatoan sistem hukum. Untuk mencapai
pembangunan hukum yang demikian, maka perlu menghimpun kembali seluruh
slernen-elemen sistem hukum yang ads, mulai dadd substansi hukum (baik yang
tertulis maupun yang tidak tertulis), struktur bukum dan budaya hukum.

Sepuluh argh kebijakan yang harus ditempuh dalam rangks mewujudkan
ststem hukum nasional, vang menjamin tegaknva supremasi hukum dan HAM
sebagaimans tertuang dalam GBHN Tahun 1999, kiranya dapat dipakal sebagai
bahan pertimbangsn bersama. Kesspuluh arah kebijakan tersebut, meliputt:

1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk
terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka supremasi
hukum dan tegaknya negara hukum.

2, Menata sistern hukum nasional vang menyelurah dan terpadu deagan
mengakui dan menghormati bukam agama dae hukum adat, serta
memperbaharui perundeng-undangan warisan kolonial dan hukum
nasional yang diskcimisatif, termasuk ketidakadilan gender dan

ketidaksesuaiannys dengan tuntutan reformast melalui program

legiglagi.

3. Menegakkan bukum secara konsisten untuk menjamin kepastian
hukum, keadiian dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai

hak asasi manusia.

4, Melarmjutkan ratifikasi konvensi interasional, terutama yang berkaitan
dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan

bangsa dalam bentuk undang-undang,

5. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan sparat penegak
hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, untok

menumbubikan  kepercayaan magyarakat dengan meningkatkan
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kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan,
serta pengawasan vang efektif,

6. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari

pengaruh penguasa dan pihak manapun,

7. Mengambangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung
kegiatan perckonomias dalam menghadapi era perdagangan bebas
tanpa merugikan kepentingan nasional.

8. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan
ierbuka, serta bebas korupsi, kolusi dan npepotisme dengan tz:tap'
menjunjung tingei asas keadilan dan kebenaran,

9. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan
perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dalam
seluruh aspek kehidupan.

10. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum

dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas.*!

Kesepuluh arah kebijakan pembangunan sistem hukum nasional tersebut
pada dasarnya adalah untuk mencapai tujuan supremast hakum di Indonesia. Dari
kesepuluh arah kebijakan pembangunan sistem hukum nasional tersebut, vang
paling penting dalam kaitannya dengan topik pembahasan pada Tesis ini adalah,
butir ke: 1, 3, 5, dan 9, vang kesemuanva szdalah berbicara tentang arah

pembenahan sumberdaya manusia dan pembangunan infrastruktur,

Kunci utama supremasi hukum di Indonesia adalah pada penegakkan
hukum, karena hukum dif Indonesia (dalam pengertian peraturan perundang-
undangan}, scbagaran besar adalah dibuat dengan sistem 7op Dows (pemerintah
piemvigikan, dard visi inilab kemudian diterjemahkan dalam bentuk hokun,
termasok didalamnya undang-undang). Sebaik dan sebanysk apapun hukum yang
dibnat, apabila penegakkan hukum dan infrastrukturmya fidak memadai, maka

-
L

1 Toid, hal. 120,
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hasilnya juga tidak bagus. Kendala penegakan bukum di Indonesia ada beberapa
hal, diantaranya:

1.

Kualitas sumber daya manugia vang kurang memadai. Hanya sedikit
sumber daya manusia yang ahli, tidak rentan terhadap KKN, bahkan
memiliki integritas, yang menduduki posisi sebagai aparatur pencgak
hukum.

Penegakkan hukum tidak berjalan, karena kerap mengalami intervenst
kekuasaan dan wang Imdepedensi den profesionalitas kadang harus
dikorbankan demi kekuasaaan dan vang. Uang menjadi permasalahan
karena negara behin mampu memberikan kesegjahferaan bagi aparat
penegak hokum. Selama negara mengabatkan masalah keseiahteraan,
maka selama itu pula penegakan hukum akan terseok-seok.

Semakin surutnya kepcrcayaan masyarakat pada aparatur pepegak
hukum. belakangan terjadi kecenderungan masyarakast melakukan

penegakan hukum dengan tangannya sendiri.

Pembentukan  Undang-undang  kerap  tidak  memperhatikan
keterbatasan-xeterbatasan yang ada pada aparatur pemegak hukum.
Schingga peraturan perundang-undangan dibuat yang schenarnya sulit
untuk dijalankan oleh aparaur penegak hukum,

Kurang diperhatikannva oleh pembentuk Undang-undang babwa cars
berpikir (mindsef) aparatur pepegak hukum membutuhkan waki,
untuk bisa berubah. Bila aparator penegak hukum tidak pabam betul
isi peraturan perundang-aundangan, tidak mungkin diharapkan adanya

pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan '

Gambaran fersebut di atas, apabila dikaitkan dengan fenomena

Ketenagakerjaan di Indonesia, apalagi tenaga kerja yang berstatus kontrak
(PKWT), maka akan semakin komplek. Di sini Pemnlis tidak membahas tentang

I

%

"2 Hikmahanto Juwana, “Tantangan Reformasi Hukun di ndonesia”, dalam Erman Rajagukguk,
Hikmabanto Juwana, Timothy Lindsey, Perubaban Hakam di Indonesia (1998-2004) Harapan
20065, Universitas Indonests, 2004, hal 34,
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karyawan tétap (PEKWTT), karena secarz level atau tingkat sosal
ketenagakerjaan, status ini sudah cukup mapan, dan merupakan status tertinggi
dalam level hubungan kegia.

B, Tus Constituendum Hubungan Kerja Berdasarkan PKWT

Fenomena keberadaan Undang-undang Nomer. 13 Tabun 2003, ini sangat

menarik, karena:

1. Di pihak pengusaba undang-undang ini ditolak, karena mengatur sistern
pesangon yang melebihi dari batas logika bisnis. Juga dirasakan tidak
memberikan kepastian hukum bagi pengusaba, apalagi pasca dicabutnya
beberapa pasal, diamaranya Pasal 158 dan sebagian dari Pasal 160, oleh
Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara: 012/PFUU.-1/2003, tanggal
28 Oktober 2004,

2. Di pihak pekeria undang-umdasg ini juga ditolak, karena masih
memberiakukan adanya sistem  karyawan kontrak dan karyawan
outsourcing kepada pekerja.

Menurut hemat penolis hampir semua ketentuan pasal dalam Undang-
undang Nomor i3 Tabun 2003 tentang Ketcpagakeriaan, khususnya yang
mengatur tentang PKWT ini sadah cukup distur. Sebinggs scbagal salah satu
komponen penegakan hukum, maka terhadap Undang-undang tergantung pada
pelaksansannya. Memang semuanya fahe and give, antara peketja dengan
pengusaha. Pada umumnya pepgusahs selalu menginginkan agar mendapatkan
untung yang sebesar-besarnya. Pekerja juga menginginkan gaji dan kessjahteraan
yang sebaik-baiknya. Masing-masing adalah logis, Pengusaba dapat mesuntut
karyawannya untuk bekerja yang bagus spabifa kesejahteraannya juga cukup.
Pengusaha juga jangan sampal hanya menuntut kinerja karvawan sebagos
mungkin, tetapi tidak diimbangi denmgan gaji dan kesejahteraan terhadap
karyawan secara cukup. Sebaliknya pada karyawan, juga harus membekali diri
ketrampilan dan keahlian yang cukup.
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Pelaksaraan undang-undang secara konsekuen imt memerlukan kesadaran
dan perancerta dari semua pihak baik pengusaha, pekerja mazzpzziz pemernniah,
Saleh satuy pibak dalam hal ini tidak konsekuen, maka pelaksanaan undang-
undang ini tidak akan bisa optimal. Oleh karena ketidakefektifan Undang-undang
Ketenagakerjaan ini dari sisi pelaksanaannya, maka dalam ius contituendum ind
Penulis berpendapat untuk mengubah pola pendekatan masing-masing pihak,
terutama oleh Pemerimtah, karens pemerintah scbagai eksekutif (pelaksana
produk legislatif). Menurut Penulis, ada dua pola peﬁdeﬁcatan yang selama ini
tidak tuntas dilakukan oleh pemerintah sebagai pola pendekatan untuk
membentuk kesadaran bukum, yaitn:

i, Pola Pendekatan Sosiologi

Iklim usaha yang kondusif, ity terbentuk dasi simbiosis mutualisme dari 3
{tiga} kompaonen:

1. Pengusaha. Pengusaha akan melakukan investasi, apabila investasi
usahanya akan mendatangkan keuntungan, atau setidakmya investasinya
aman. Oleh karena ity pengusaha membutuhkan pekegja untuk
memproduksi barang atau jssa ditidang usahanya. Selain daripada itu
pengusaha juga membufuhkan dukungan pemerintah untuk dapat menjaga
kestabilan ketertiban dan keamanan, serta kepastian hukum, karens vang
memiliki kewenangan untuk mengater itu adalah pemerintsh, dengan
kewenangan untuk membuat persiuran perundang-undangan.

2. Pemerintah. Pemerimtah mempunyai fungsi dan fugas menjasgas dan
meningkatkan stabilitas ekonomi dan keamanan, oleh karena ity
pemerintah membuat praé,mmpmgmn untuk mencapai tujuan itu. Adanya
perusahaan diwilayahnya aken dapat meningkatkan daya Deli
masyarakatnya, batk secara langsung, maupun tidak langsung Karena
selain warganya dapat bekerja diperuszbasn itu, atan mendgpatkan
penghasilan lain dari persewasan tempat tinggal, fransaksi karyawan
disekitar perusahaan dan sebagainva.
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3. Pekerja. Pekerja juga membutuhkan pekerjaan agar mendapatkan upah
guna unfuk mencukupi kebutwhan hidupnya dan keluarganya. Dan dapat
menabung guna masa depannys.

Simbiosis mutualisme dari ketiga komponen ini seharusnya menjadi prioritas
utarmna yang harus ditumbuhkemangkan oleh masing-masing komponen, sehingga
dari program pengembangan masing-masing komponen, maka diharapkan ketiga
komponen tersebut dapat memberikan perapannya secara optimal guma
pembangunan ckonomi bangsa. Uniuk dan oleh karena itu peran aktif dari
ketiganya sangatiah perlu, agar masing-masing juga mendapatkan keuntungan
 secara maksimal. Peran dari ketiga komponen inilah yang hingga sekarang ini
tidak kelihatan.

Sungguh sangat disayangkan; apabila masing-masing komponen ini
membentuk  dan  menggemukkan koloni-koloninya  sendiri-sendiri  dengan
menanamkan dokirin difensii dan ofensif kepada komponen yang lain. Saling
curiga satu dengan vang lain, Hanys bertenu pada saat adg sengketa perburuban.
Saling menyerang dan mencact. Padzhal apabila kendisi simbiosis mutualisme
terwujud secara optimal, maka ketiga komponen ini akan dapat diibaratkan

makan bersama dalam satu piring, Bukan sebaliknya, sebagaimana sekarang ini,

Pemerintah sebagai alat negara yang memiliki fungsi sebagai fasilitator
dan dinamisator, seharusnya memulai untuk mewuwjudkan program ini. Inilzh

pendekatan sosial, yang barus dibangun bersama,

2. Pola Pendekatan Hukum

Sekali lagi menurut hemat Penults Undang-undang Nomor 13 Tshun
2003, hingga saat ini masih cukup bagus. Kekurangannya justru ada pada
penegakkan hukumnys. Pemerintah melakukan kontrol atau pengawasan
ketenagakerjaan hanya sebatas formalitas, Tidak mendarat sampai letingkat
esensi pengawasan pelaksanaan undang-undang. Apakah undang-undang teiah
dilaksanakan olah pengusaha dan/atau pekerja secara benar,
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Pendekatan hukum ini adalah dalam upaya uatuk mencapai tujuan kepastian
hukum. Pendekatan hukum ini  dapat dilakukan dengan beberapa cara,

dizntaranya:

I. Pembuatan peraturan perundang-undangan mulai dari yang tertinggi
{undang-undang), hingga vang terendah PRWT, termasuk menambahkan
keluarangan-kekurangannya.

2. Mensosialisasikan segala peraturan perundang-undangan secara terpadu
dan komprehensip, dengan mengutamakan prinsip-pringip kelengkapan,
kecepatan kemudahan dan keakuratan infortnasi hukum. Sebab selama ini-
informasi hukum semakin lama semakin susgh di dapat. Sisminbakum
yang tujusanya untuk mempermudsh akses informasi bidang hukum,
tidak seperti yang di iklankan Justru berpotensi menciptakan ekonomi
biaya tinggi dan semakin sulit diaksesnya informasi-informasi hukum',
Fictie hukum, vang selama ini dijadikan pengelakan oleh pemeﬁnta}z
terhadap kewsjiban  yang mensosialisasikan peraturan perundang-

undangan, seharusnya segera diakhirl,

Hukum ketenegakerjaan seharusnya menjadi matern wajib di dunia
pendidikan. Terutama adalah bagt pendidikan berbasis keablian.
Penanamsn pengetahuan, tenfang makna hak dan kewajiban harus
diberikan seiak dini. Sehingga sebenarnya musalah ketenagakerjaan
sehenarnya bukan hanya masalah Departemen Ketenapgakerjaan saja,
tetapi terkait dengan departemen lain

3. Kontrol atau pengawasan atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan
secara terpadu. Kontrol vang bersifat asal-asalan, formalitas, dan
berkesinambungan, sudah harus dihentikan. Lemahnya kootrol atau
pengawasan disemua seik%&r menjadikan sernskin terpuruknya negen ini.

T
-,

. a
F

™3 Redaksi Indonesia Legal Center Piblishing, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pelaksana, Karya Gomilang, Cet. Partama,
Jakarta 2008, Hal. vil.
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Dalam PKWT, Kontrol seharusnya dilakukan oleh semua pihak terkait,
sekali lagl bukan untuk menunjukkan kekuatan satu pibak dan melemah
pihak yang lain, akan tetapi kontrol adalah untuk menguijt suatu sistem it
begjalan atau tidak. Metode Pengawasan dapat dilakukan sebagai berikot:

1. Pengawasan Internal Dilakukan olek para pihak sendiri, yaitu:
perusahaan oleh Dewan Komisaris, sedangkan pekerja oleh

perkerja sendiri.

2. Pengawasan Bksternal. Dilakukan oleh pihak di lvar para pihak
yang mengadakan PKWT, yaitu dilakukan oleh Dinas Tenaga
Kerja dan Serikat Pekerja setempat (bukzn serikat pekerja di
dalam perusahaan), apabilz serikat pekerjz tidak ada ska
dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja.

PEWT sebagai perjanjian vang sudah sepatutnya berdasarkan agss kebebasan
berkontrak, akan tetapi bukan dalam makna kebebasan vang tagpa batas, olek
karena itu kontrol atau pengawasan adalah mutlak harus ada. Hal ini diantaranya
dapat kita ketahui dari beberapa pendapat, yang cukup memberikan inspirasi
miszlnya: pendapat Sutan Remy Syahdemi, dalam menanggapi nagkah pidato Ir,

Sockarno, yang menyatakan:

“Dengan pandangannya itu, Ir Soekarno, yang kemudian menjadi Presiden
Republik Indonesia yang pertama, bermaksud mengemukakan bahwa dt
alam demokrasi Pancasila tidak dibenarkan adanya penindasan atau
dominast oleh manusia yang sato tethadap manusia yang lain, bukan saja
di dalam bidang politik tetapi jupa di dalam bidang scstal ekonomi. Bila
pandangan ini direntang dan dijabarkan lebih jauh, maka berarti di dalam
alam demokrasi Pancasila tidak diinginkan adanya perjanjian-perjanjian
vang berat sebelah, yaitu yang isinya menindas hak-hak salab satu pihak
oleh pihak lainoya. Bila hal itu sampai tedadi demikian, yaitu sebagai
-akibat bekerianys meksnisme asas kebebasan  berkontrak, maka
pemerintah, karena diharuskan oleh Weltanschauung atau dasar negara,
harus meluruskan keadaan yang demikian itu. Hal itu tentu saja difakukan
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melalaui penciptaan peraturan perundang-undangangan yang berisi
ketentuan-ketentuan yang “menyimpankan” asas kebebasan berkontrak, M

Menuorut Sutan Remy Syahdeini, pendapat y-ang sama juga dikemukakan
oleh Mohammad Hatta selaku Wakil Presiden, dalam Pidatonya pada Konperensi
Ekonomi di Yogyakarta pads Tangpal 3 Februarf 1946, yang mengemukakan
bahwa:

“menurut arahnya, dasar perekonomian di masa datang akan semakin jauh
dari dasar individualisme, dan semakin dekat kepada kolektivisme, yaitu
sama sejahtera. Memang kolektivismelah yang sesuaj dengan cita-cita
hidup Indonesia. Sudah dadi dabulu kala masyararakat Indonesia — seperti
juga dalam masyarakat Asig lainnya — berdasar kepada kolektivisme itu,
yang terkenal sebagai dasar tolong menclong (gotong royeng). Dalam
faham kolektivisme, demikian selanjutnya dikutakan Mohommad Hatta,
tidak ada pertentangan antara masyarakat dan negara. Negara adalah alat

masyarakat untuk menyempurnakan keselamatan umum?, >

Dalam kesempatsn yang lain, pada peripgatan Hari Koperasi tanggat 12
Juli 1977, Mohammad Hatta menyampaikan pidato di Depan Dewan
Pertimbangan Agung R yang begudul, “Cita-Cita Koperasi dalam Pusal 33
UUD 19437, dianlaranya menyatskan sebagai betikut:

“.. lebih tepatnva dikatakan bahwa kekuasaan nsgara terdapat pads

membuat peraturan gupa melancackan jalan ckonomi, perafuren yong

melarang pula “penghisapan” orang yang lemah oleh orang lain yang
bermodal (kursif oleh penulis).” ¢

W Sutan Remy Sjakdeini, “Kebebasan Berkontrak dun Periindungan Yang Seimbang Bagi Para
Pikak Dalam Perjanjian Kredit BankDi Indonesia, nstitote Bankir Indonesia, 1993, hal 50— 51.

M% SriRdi Swasana (ed), Sistemn Ekononst dan Demokmasi Bkomomi dalam Suten Remy
Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Phak Difam
Perjanjian Kredit BankDi Indonesia, Institng: Bankir Indonesta, Yakans, 1993, hal, 51,

Hé Ihid,, hal. 51.
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Mencermati pendapat Mohamad Hatta tersebut, menurut Sutan Remy

Siahdeini, dapat disfmpulkan sebagai berikut:

1.  Masyarakat Indonesia adalah masyai‘akat yang bertumpu pada
kolektivisme, Masyarakat harus didehulukan kepentingannya daripada

kepentingan din sendini atan orang-seorang.
2. Fabam liberalisme atau individualisme tidak dikehendaki di Indonesia.

3. Negara, sesuat dengan fungsinya sebagai alat rmoasyarskat untuk
menyempurpakan keselamatan upwm, harus membuat peraturan yang
melarang pengisapan orang yang jemah oleh orang yang bermodal. '’

Pendapat yang sama juga pemsh dissmpaikan oleh Presiden Soeharto
dalam beberapa pidatonya, diantaranya:

“ ..pandangan Bangss Indonesia terhadap manusia tdak menghendaks
adanya penindasan manusia oleh manusia yang lain; baik secara lahiriah
maupun secara bathiniah, baik oleh bangsa sendit maupun bangsa
lain;”"®

“. Keadilan sosial berarti harus melindungi yang lomak; ... Pedindungan
vang diberikan adalah untuk mencegah kesewenang-wenangan dari yang

#1190

kuat, untuk menjamin adanya keadilan,

* . bahwa ada satu batas dimanz kepentingan pribadinya harus secera
sukarels ditundukkan kepada kepentingan masyarakat. Karena itu ada
keselarasan antara penggunaan hak-bek asasinya dengan kewsjiban-

kewajiban azasi,...”™"

W7 suian Remy Siahdeini, Op.£77, hal 52,

18 pidato Presiden Soeharto pada Peringatan Hari Eabirnya Pancasile, tanggal 1 Juni 1967 i
Izkarta, dalam Sutan Remy Sjahdeins, Kebebasan Berkontrak dan Perindongan Yang Seimbang
Bagi Para Pilkak Dalam Perjanjizn Kredit Bank Di Indonesia, Institnte Bankir Indonesia, Jakaria,
19493, hal. 52.

% Toid, hal 53,

' Amanat Presiden Soeharto pada Peringatan Ulang Tahun ke-25 Universitas Gajahmana, pada
fangeal 19 Dessanber 1974 di Yogyakaris, dalam Sutan Remy Sjahdeind, “Hebebasan Berkountrak
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“... Hendaknys kita lihat baik-baik; bahwa hak-hak azasi harus berjalan
seiring dengan tanggung jawab azasi; hak-hak azasi tanpa tanggung jawab
azasi akan mendatangkan kekacauan; sebal‘ikx;ya tangpung jawab azasi
tanpa haic-hak azasi akan menimbulkas kebekwan... kita tidak boleh
memben tempat kepada usaha vang bertujuan merusak dengan berlindung
di balik tirai kebebasan azasi tadi;”'*!

Beranjak dari pendapat yaog dikemukakan oleh ketiga mantan presiden
tersebut, miaka dapatlsh diladikan rujukan pemikiran bahwa sudah sepatutnyalah
apabila pegara menunjukkan eksistensinya dengan tidak saja membuat suato
peraturan perundang-undangan yang selalu memuat kescimbangan antara hak
asasi dan kewajiban asasi seliap warga negaranva, Namun yang lebih penting
adalah, pemerintah harus melgkukan pengawasan lebibh intensif terhadap
pelaksanaan peraturan perundang-undangan vang telah ada.

Alangkah harmonisnya kehidupan berbangsz dan bernegara, apabila

masing~-masing komponen memainkan perannya secara baik dan benar, yaitu

a. Pemerintah, sebagai pembuat kebijakan selalu menyuarakan misi
visinya, dan meng-up dafe kehijakan-kebijzkan dengan tetap menjaga

stabilisast dan dinamisasi kehidupan berbangsa dan bernegara;
b. Pengusaba menyiapkan dan mengembangkan lapangan kerja yang.

¢. Pekera mempersiapkan dan meningkatkan SDM sehingga semakin
tanppuh.

Maka nasib tenaga kerja murah vang tedjadi di dalem dan luar negesi tidak
akan terjadi sampai saat ini.

dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pitmk Dalam Pez;;anjlan Kredit BankDi Indonesia,
Institnic Bankir Indonesia, Fakarta 19973, hal 52 «

9 Pidato Kenegaraan Presiden Sothario, pada tanpgal 16 Agustus 1975, dalam Sutan Reny
Sishdeinl, “Kebebasan Berkontrok den Periindungen Yang Seimbang Bagl Pora Pihak Dalam
Perjanjian Kredit BankDi Indonesia, Institutc Baukir Indonesiy, 1993, hal, 52,
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BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan:

Berdaser uraian pada bab-bab tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan
sebagai berilaut, ‘

1.

bahwa kententuan hukum vang mengatur tentang hakekat syarat syahnya
perjaniian kerja waktu tertentu vang dibuat oleh Direksi dan pekerjasburub
adalah diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan Sehingga masing-
masing, baik pekerja maupun pengusaha dalam pembuatan PKWT,
haruslah fundak pada ketentuan itn, apabila tidak maka akibat Inkumnya
adalah PKWT szkan berubah menjadi PKWTT, atau dapat dibatalkao
bahkan akan batal demi hukum

babwa tanggung jawab direksi adalah menjadi tanpgung jawab perseroan
apzbila direksi telah mengelola perseroan dengan iktikad baik dan peauh
tanggung jawab, termasuk melakukan tindakan pencegahan terhadap
kemungkinan terjadinya kerngian perseroan. Apabila direksi lalai
melaksangkannya, waka fanggung jawab akan berabh menjadi tanggung
jawab pribadi direksi.

bahwa peran aktif pemerintah terhadap pembuatan dan pelaksanaan
PKWT, masih sangat kurang, karena hanya menerima laporan, diharapkan
harus ada peran yang lebih aktif dari pemerintah, sebagai pengawas yang
benar-benar memiliki integritas dan kapasitas, sehingea manakala ada
kekeliruan dalam pembuatan dan pelaksanaan PKWT, maka pemerintah

dapat segera meluruskannya

B. Saran

M,,\
L3

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, Penulis dapat merzyaéapaikaa

beberapa saran diantaranys:
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b

. bahwa dalam pembuatan PKWT perlu diperhatikan oleh Departemen HRD

akan kewenangannya untuk :ﬁenamiatangani. Apakah kewenangan itu
telah dimiliki oleh HRD atau belum? Apabila kewenangan ini belum
dimiliki oleh HRD, maka HRD tidak sama sekali dibenarkan
menandatangani PRWT tersebut. Direkst pun demikian, bahwa jangan
mermntut HRD untuk menandatangani PKWT kepada pihak lain termasuk
HRD, apabila kewenangan itu betum dialihksn kepada pihak lain, Apabila
ini terjadi, dan menimbulkan kerugian kepada perusshaan, maka kerugian
menjadi tanggung jawab direksi. '

. Perlo adanya peran akiif pemerintah dalam hal memberikan pengaraban
dan melakukan pengawasan terbadap pembuatan dan pelaksanaan PKWT
ini. Kekurangaktifan pemerintah ini berakibat pada ketidakonsistenan para
pihak  dalam menerapkan peraturan  perundang-undangan dalam
pembuatan PKWT, Karena besarnys potensi penyimpangan undang-
udang, maka perlu suatu metode pengawasan, babkan pembentukan
lembags lerabaga khusus yaog independen, vang dapat melakukan kontrol
kepada departemen tenaga kerja atas pelaksanaan pengawasan yang telah
dilakukannya terhadap PKWT dilapangan.
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